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ABSTRAK 

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK BUAH KAPAL MENURUT SIYASAH 

DAULIYAH DAN HUKUM POSITIF 

Oleh 

ENJUN APRIYANI 

Banyaknya kasus eksploitasi terhadap anak buah kapal Indonesia membuat 

pemerintah Indonesia wajib memberikan perlindungan hukum kepada para anak 

buah kapal Indonesia yang bekerja di kapal asing. Penelitian ini dilakukan untuk 

mengkaji bagaimana perlindungan hukum anak buah kapal Indonesia menurut 

hukum positif, dan bagaimana jika dilihat menurut siyasah dauliyah. Sehingga 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum anak buah kapal 

menurut siyasah dauliyah dan hukum positif 

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian pustaka atau library 

research yang bersifat deskriptif analitis. Data yang diperoleh dari sumber data 

sekunder yang merupakan buku-buku, dokumen-dokumen penting, website dan 

peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

yaitu kepustakaan. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dari buku, artikel 

jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai hubungan 

internasional, siyasah dauliyah, dan kasus anak buah kapal. 

Perlindungan hukum pada anak buah kapal Indonesia yang bekerja di 

kapal asing yang diberikan oleh pemerintah Indonesia yaitu dengan upaya 

preventif dan represif. Pada kedua aspek tersebut, dapat dilihat dalam wujud 

peraturan perundang-undangan yang sudah disahkan yaitu Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012, dan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2016. Dalam siyasah dauliyah terdapat norma-norma 

yang harus diterapkan untuk menyelesaikan kasus-kasus anak buah kapal 

Indonesia dan memberikan perlindungan terhadap anak buah kapal tersebut, 

seperti norma kepatuhan hukum. Norma ini menjelaskan bahwa setiap negara 

harus menghormati dan melaksanakan perjanjian, kesepakatan, serta kewajiban 

untuk patuh terhadap aturan hukum yang telah disepakati bersama. Memberikan 

perlindungan kepada pihak tertentu dengan mengawasi keadaan dan situasi di 

sekelilingnya. Perlindungan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan 

nyaman kepada pihak-pihak yang meminta perlindungan. Dalam siyasah dauliyah 

ini disebut dengan awaitu. 

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Anak Buah Kapal Indonesia, Siyasah 

Dauliyah, Hukum Positif  
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MOTTO 

 

ن ذكََرٖ وَأنُثىََٰ  كُم م ِ َٰٓأيَُّهَا ٱلنَّاسُ إنَِّا خَلَقۡنََٰ َٰٓئِلَ لِتعَاَرَفُ كُمۡ شعُوُب  لۡنََٰ جَعَ وَ يََٰ ا ْۚ إنَِّ أكَۡرَمَكُمۡ ا وَقبَاَ وَٰٓ

كُمْۡۚ إِ  ِ أتَۡقىََٰ َ عَلِيمٌ خَبيِرٞ  عِندَ ٱللََّّ  ١٣نَّ ٱللََّّ

Artinya : Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan 

kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. 

Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah 

orang yang paling bertaqwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 

lagi Maha Mengenal. (QS. Al-Hujurat: 13) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara maritim dengan konsep kepulauan. 

Keadaan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki jumlah 

pulau terbanyak, wilayah laut yang luas, dan memiliki garis pantai terpanjang 

kedua di dunia.1 Dengan luasnya wilayah perairan, Indonesia memiliki 

kemampuan mengembangkan kekayaan laut yang melimpah. Di Indonesia 

mengembangkan kekayaan laut memiliki 3 peran penting, yaitu sumber 

pertumbuhan ekonomi, sumber pangan khususnya protein hewani, dan 

memperluas kesempatan usaha dan penyedia lapangan kerja.2 Hal ini 

dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat untuk mencari pekerjaan laut 

sebagai nelayan atau bekerja sebagai Anak Buah Kapal, baik kapal nasional 

maupun kapal asing. 

Indonesia sebagai salah satu negara pengirim tenaga kerja di bidang 

perikanan terbesar terutama anak buah kapal. Oleh karena itu, banyak 

perusahaan perikanan merekrut mereka untuk bekerja sebagai anak buah 

kapal. Anak buah kapal di industri perikanan yang bekerja di kapal nasional 

maupun kapal asing sering menjadi korban perdagangan orang. Para anak 

                                                
1Nurmiati Muhiddin, Efektivitas Perjanjian Kerja Laut Terhadap Keselamatan Kerja 

Anak Buah Kapal (Abk), Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan 5, no. 1 (October 

6, 2016): 64, https://doi.org/10.24252/ad.v5i1.1442. 
2Kusdiantoro et al., Perikanan Tangkap Di Indonesia: Potret dan Tantangan 

Keberlanjutannya, Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan 14, no. 2 (December 10, 2019): 

146, https://doi.org/10.15578/jsekp.v14i2.8056. 



2 

 

 

buah kapal ini sangat rentan untuk dieksploitasi, menjadi korban pelanggaran 

Hak Asasi Manusia (HAM), dan kekerasan seksual. Dibeberapa industri 

perikanan Asia termasuk Indonesia, para anak buah kapal banyak yang 

mengalami kesulitan karena upah yang rendah, pemotongan gaji, serta 

keterlibatan buruh anak dan kerja paksa.3 

Salah satu kasus anak buah kapal yang bekerja di kapal asing di 

perairan Selandia Baru banyak yang bekerja dalam kondisi memprihatinkan. 

Para anak buah kapal sering mendapatkan kekerasan fisik dan perlakuan tidak 

manusiawi, terjebak dalam hutang, bekerja mulai dari 16 sampai 53 jam 

pershift, dengan gaji 49 sen (sekitar Rp. 6.000-8.000) perjam.4 

Kasus anak buah kapal di kapal ikan F/V Oyang-70 yang berbendera 

Korea Selatan tenggelam di perairan Selandia Baru pada tanggal 18 Agustus 

2010. Tenggelamnya kapal ini mengakibatkan 6 anak buah kapal meninggal 

dunia, 5 diantaranya adalah anak buah kapal Indonesia. Pemilik kapal Oyang-

70 yaitu Sajyo Oyang Corporation kemudian mengoperasikan kapal lain,yaitu 

F/V Oyang-75. Kapal ini juga mempekerjakan anak buah kapal Indonesia. 

anak buah kapal Oyang-75 melapor ke International Transport Workers 

Federation (ITF) di Selandia Baru.5 ITF bekerja sama dengan beberapa 

pengacara pro-bono dan LBH Anglican Justice melakukan penyelidikan 

                                                
3Riza Amalia, Ade Irma Fitriani, and Bayu Sujadmiko, Perlindungan Hak Anak Buah 

Kapal dalam Kerangka Hukum Nasional dan Hukum Internasional, n.d., 1–2. 
4Pusat P2K OI, Laporan Diskusi Terbatas Strategi Perlindungan Dan Penanganan Kasus 

Anak Buah Kapal (ABK) Sektor Perikanan Indonesia Yang Bekerja Di Luar Negeri (Jakarta: 

BPPK Kementerian Luar  Negeri RI, 2016), 1–2, https://kemlu.go.id/download/L3np 

dgvzl3b1c2f0l0rvy3vtzw50cy9lywppyw4lmjbcufbll1azsyuyme9jlu1vtfrjtefurvjbtc8xml9tdhjhdgvn

av9qzxjsaw5kdw5nyw5fzgfux1blbmfuz2fuyw5fs2fzdxnfqw5ha19cdwfox0thcgfslnbkzg==. 
5Pusat P2K OI, 20. 
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terhadap kasus tersebut serta mendampingi korban dalam proses penyelesaian 

kasus dan perolehan restitusi (ganti kerugian). Setelah diselidiki, ditemukan 

informasi bahwa eksploitasi terhadap anak buah kapal Indonesia di kapal 

tersebut terjadi akibat proses perekrutan yang melibatkan penipuan dan 

pemaksaan. 

Hal ini sama dengan hasil penyelidikan Kesatuan Pelaut Indonesia 

(KPI) yang menemukan bahwa PT Oriza Sativa, PT Nurindo Mandiri 

Internasional dan PT Panca Karsa Mandiri Sejati terindikasi menyalurkan 

secara non-prosedural anak buah kapal dengan dokumen-dokumen yang telah 

dipalsukan, termasuk paspor, buku pelaut, dan lain-lain. 

Ketika kasus ini menjadi perhatian publik, pemerintah Selandia Baru 

menanggapi cepat dengan memberlakukan kebijakan reflagging. Reflagging di 

Selandia Baru merupakan kebijakan yang mengharuskan semua kapal ikan 

berbendera asing untuk mengganti bendera negara asalnya menjadi bendera 

Selandia Baru. Hal ini bertujuan supaya kapal-kapal yang dimaksud tunduk 

terhadap aturan ketenagakerjaan serta kesehatan dan keselamatan kerja 

Selandia Baru.6 

Setelah mendapatkan cukup bukti, gugatan diajukan ke pengadilan di 

Selandia Baru, mewakili anak buah kapal Indonesia. Pengadilan 

memenangkan gugatan awak kapal dan mewajibkan perusahaan untuk 

                                                
6Pusat P2K OI, 26–27. 
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membayar gaji pelaut sesuai ketentuan yang berlaku di Selandia Baru, yaitu 

sebesar USD 600 per bulan.7 

Penanganan anak buah kapal merupakan bagian penting dari upaya 

peningkatan pelayanan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di 

Luar Negeri. Dalam menangani kasus anak buah kapal Indonesia yang bekerja 

di kapal asing, International Labour Organization (ILO) mengidentifikasi 

beberapa hal yang mendukung perlunya penanganan kasus, antara lain 

sulitnya upaya pengawasan, keterbatasan akses ke kapal tempat kejadian, 

banyaknya aktor yang terlibat membuat kasus ini menjadi rumit, proses 

rekrutmen yang tidak sesuai prosedur, serta peningkatan permintaan anak 

buah kapal seiring bertumbuhnya industri perikanan. Kondisi inilah yang 

menyebabkan anak buah kapal sektor perikanan sangat rentan menjadi korban 

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), eksploitasi terhadap anak buah 

kapal, serta menjadi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan 

kekerasan seksual. 

Dalam keadaan ini, para anak buah kapal berhak diberi perlindungan 

sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf d dan g Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang berbunyi8:  

Pasal 6 ayat (1) huruf d: 

Memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta 

perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama 

bekerja dan setelah bekerja. 

 

 

 

                                                
7Pusat P2K OI, 20. 
8Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia (2017). 
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Pasal 6 ayat (1) huruf g: 

Memperoleh pelindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat 

merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan. 

 

Perlindungan hak-hak pekerja migran juga diatur dalam Pasal 9-11 

Bagian III Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan 

International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant 

Workers And Members Of Their Families (Konvensi Internasional Mengenai 

Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya)9: 

Pasal 9 

Hak hidup para pekerja migran dan anggota keluarganya harus 

dilindungi oleh hukum. 

Pasal 10 

Tidak seorang pun pekerja migran atau anggota keluarganya boleh 

dijadikan sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang 

kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat. 

Pasal 11 

1. Tidak seorang pun pekerja migran atau anggota keluarganya boleh 

diperbudak atau diperhambakan. 

2. Tidak seorang pun pekerja migran atau anggota keluarganya boleh 

diwajibkan untuk melakukan kerja paksa atau kerja wajib. 

3. Di negara-negara yang memberlakukan pemenjaraan dengan kerja 

kasar sebagai hukuman atas suatu kejahatan, ayat 2 Pasal ini tidak 

boleh mengecualikan pelaksanaan kerja kasar tersebut sesuai 

dengan keputusan hukuman oleh pengadilan yang berwenang. 

4. Untuk tujuan Pasal ini, istilah kerja paksa atau kerja wajib tidak 

boleh mencakup: 

a) Setiap pekerjaan atau jasa yang tidak disebutkan dalam ayat 3 

Pasal ini yang biasanya diwajibkan kepada orang yang ditahan 

atas perintah yang sah dari pengadilan atau kepada orang yang 

tengah menjalani pembebasan bersyarat dari penahanan 

tersebut; 

b) Setiap tindakan yang dituntut untuk dilakukan dalam keadaan 

darurat atau bencana yang mengancam kehidupan atau 

penghidupan masyarakat; 

                                                
9Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengesahan 

International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members 

Of Their Families (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja 

Migran Dan Anggota Keluarganya) (2012). 
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c) Setiap pekerjaan atau jasa yang merupakan bagian dari 

kewajiban sipil umum sepanjang pekerjaan itu diwajibkan juga 

kepada warga negara dari negara yang bersangkutan. 

 

Selain peraturan-peraturan diatas, terdapat 3 (tiga) konvensi 

internasional untuk perlindungan anak buah kapal Indonesia yang bekerja di 

kapal ikan asing, yaitu: 

1. The Cape Town Agreement of 2012 on the Implementation of the 

Provisions of the Torremolinos Protocol of 1993 relating to the 

Torremolinos International Convention for the Safety of Fishing Vessel 

(CTA 2012) 

CTA 2012 mengatur standar kelaiklautan kapal perikanan untuk 

tujuan keselamatan dan mengurangi korban jiwa. Hal-hal ang diatur dalam 

CTA 2012 antara lain konstruksi kapal, peralatan kekedapan air, instalasi 

listrik, peralatan keselamatan kapal perikanan. Dalam kaitannya dengan 

perlindungan anak buah kapal, CTA 2012 ini lebih spesifik mengatur 

standar konstruksi kapal untuk menjamin keselamatan anak buah kapal. 

2. The International Convention on Standards of Training, Certification, and 

Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel 1995 (STCW-F 1995) 

STCW-F 1995 mengatur standar sertifikasi dan pelatihan untuk 

ANAK BUAH KAPAL yang bekerja di kapal dengan panjang >24m. Hal-

hal yang diatur dalam STCW-F 1995 antara lain sertifikasi dan standar 

pelatihan untuk keselamatan anak buah kapal di kapal perikanan. 

Indonesia telah meratifikasi konvensi ini pada tahun 2019 dan konvensi ini 

secara internasional sudah berlaku sejak 2012. 
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3. ILO Convention C-188-Work in Fishing Convention 2007 (C-188 2007) 

C-188 2007 mengatur standar untuk memastikan anak buah kapal 

memiliki kondisi kerja yang layak ketika bekerja di atas kapal. Hal-hal 

yang diatur dalam C-188 2007 antara lain kewajiban tes kesehatan, batas 

umur minimal, standar perjanjian kerja laut, dan akomodasi serta 

makanan.10 

Ilmu hubungan internasional dalam politik Islam dikenal dengan 

siyasah dauliyah. Siyasah dauliyah merupakan salah satu kajian dalam fiqh 

siyasah. Fiqh siyasah merupakan ungkapan lain dari ilmu hukum tata negara 

atau ilmu politik dalam kajian utama hukum ketatanegaraan. Fiqh siyasah 

membahas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak warga negara, 

pemerintahan suatu negara, dan kekuasaan.11 

Dalam fiqh siyasah tidak begitu membedakan kajian yang berkaitan 

dengan pemerintahan dan negara. Istilah yang digunakan untuk bagian dari 

kajian dalam fiqh siyasah tentang kenegaraan dengan segala permasalahannya 

disebut dengan siyasah dauliyah. Pembahasan dalam siyasah dauliyah lebih 

luas yaitu berkaitan dengan hubungan diplomatik, hak-hak dan kewajiban 

negara atas kehidupan rakyatnya, kerjasama regional maupun internasional, 

peperangan, perdamaian, dan berbagai pranata sosial politik yang lebih luas.12 

                                                
10Fadilla Octaviani (Koordinator), Perbaikan Tata Kelola Pelindungan ABK Indonesia Di 

Kapal Ikan Asing (Jakarta: Indonesia Ocean Justice Initiative, 2020), 16–17, 

https://oceanjusticeinitiative.org/wp-content/uploads/2020/06/IOJI-Policy-Brief-3.pdf. 
11Beni Ahmad Saebani, Fiqh Siyasah Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam 

Sejak Muhammad SAW. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun (Bandung: CV Puskata Setia, 2015), 8. 
12Saebani, 42. 
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Siyasah dauliyah terdiri dari dua kata yang masing-masing memiliki 

arti, yaitu siyasah yang artinya mengatur, mengendalikan, mengurus atau 

membuat keputusan.13 Sedangkan kata dauliyah memiliki arti hubungan 

antarnegara, kedaulatan, kekuasaan, dan kewenangan. Dengan demikian, 

siyasah dauliyah adalah suatu ilmu yang mengatur kewenangan suatu negara 

untuk mengatur hubungan antarnegara baik regional maupun interasional.14 

Dalam siyasah dauliyah terdapat norma hubungan internasional yang 

diturunkan berdasarkan praktik dari norma Madinah. Salah satunya yaitu 

norma kepatuhan hukum, norma ini menjelaskan bahwa negara harus 

menghormati dan melaksanakan perjanjian, kesepakatan, serta kewajiban 

untuk patuh terhadap hukum yang telah disepakati bersama. Perjanjian dalam 

kajian siyasah dauliyah disebut dengan al-mu’ahadah yang berasal dari kata 

‘ahada artinya segala bentuk kesepakatan manusia. Perjanjian yang dimaksud 

dalam kajian siyasah dauliyah adalah perjanjian internasional, yaitu 

kesepakatan yang telah disetujui oleh dua negara.15 

Selain perjanjian internasional, pemberian suaka politik dan keamanan 

juga merupakan ruang lingkup siyasah dauliyah. Suaka politik dalam kajian 

ketatanegaraan Islam disebut dengan awaitu yang artinya memberikan 

perlindungan pada pihak tertentu dengan mengawasi keadaan dan situasi di 

                                                
13Saebani, 25. 
14Ija Suntana, Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah) (Bandung: CV 

Puskata Setia, 2015), 15. 
15Suntana, 49 dan 52. 
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sekelilingnya. Perlindungan ini memiliki tujuan memberikan rasa aman dan 

nyaman kepada pihak-pihak yang meminta perlindungan.16 

Dalam siyasah dauliyah ada beberapa cara untuk menyelesaikan 

permasalahan internasional. Salah satu cara yang sudah pernah dilaksanakan 

oleh Nabi Muhammad SAW. dalam menyelesaikan permasalahan antarsuku di 

Madinah yaitu dengan menggunakan konsep hakam (perwasitan). Konsep ini 

terdapat dalam pasal 42 Piagam Madinah yang semua suku termasuk yang 

beragama Yahudi menyetujui Nabi Muhammad sebagai rujukan untuk 

menyelesaikan permasalahan diantara mereka. Pasal 42 berbunyi: Bahwa 

dalam insiden-insiden dan perselisihan yang dikhawatirkan akan 

mengakibatkan kerusakan, maka penyelesaiannya dirujukan/dikembalikan 

kepada Allah dan Rasul-Nya. 

Konsep hakam ini dipraktikan secara luas pada masa itu,17 hal ini juga 

tercantum dalam Al-Qur’an, yang berbunyi:  

مُوكَ فيِمَا مِنوُنَ حَتَّىَٰ يحَُك ِ مَّ لََ يجَِدوُا فيِ ي نهَُم  ثُ رَ بَ شَجَ  فلَََ وَرَب كَِ لََ يؤُ 

ا  لِيمً أنَ فسُِهِم  حَرَجًا مِمَّ  اقضََي تَ وَيسَُل ِمُوا تسَ 
Artinya: Maka demi Tuhan mu, mereka tidak beriman hingga mereka 

menjadikan engkau (Muhammad) hakam dalam perkara yang 

mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan 

dalam hatimereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan 

mereka menerima sepenuhnya (QS. An-Nisa: 65)18 

                                                
16Suntana, 223. 
17A Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu 

Syari’ah (Jakarta: Kencana, 2003), 166–167. 
18Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Jawa Barat: CV Penerbit 

Diponegoro, 2014), 70. 
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Dari penjelasan kasus anak buah kapal Indonesia yang bekerja di kapal 

Oyang-75 berbendera Korea Selatan yang beraktifitas di perairan Selandia 

Baru. Anak buah kapal Indonesia berhak diberikan suaka politik dan 

keamanan. Apabila dibandingkan dengan permasalahan yang terjadi pada 

masa Rasulullah SAW. memiliki cara penyelesaian permasalahan yang sama. 

Cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. yaitu menggunakan konsep 

hakam (perwasitan). Dalam Piagam Madinah pasal 42 dijelaskan semua suku 

yang ikut dalam Piagam Madinah termasuk yang beragama Yahudi 

menyetujui bahwa Rasulullah SAW. sebagai rujukan untuk menyelesaikan 

permasalahan diantara mereka. 

Dapat dipahami apabila terdapat permasalahan yang terjadi antara dua 

orang atau kelompok, maka tunjuklah seorang hakam. Untuk memberikan 

putusan atas permasalahan yang terjadi. Hal ini juga dilakukan pada kasus 

anak buah kapal Indonesia yang bekerja di kapal Oyang-75 berbendera Korea 

Selatan yang beraktifitas di perairan Selandia Baru. Selandia Baru menjadi 

pihak ketiga, yang bertanggungjawab memberi putusan atas kasus eksploitasi 

terhadap anak buah kapal Indonesia. Pemerintahan Indonesia juga melakukan 

penyelidikan atas kasus ini. Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Kesatuan 

Pelaut Indonesia (KPI) menemukan bahwa adanya penipuan oleh agen 

perekrutan di Indonesia serta menyalurkan secara non-prosedural anak buah 

kapal dengan dokumen-dokumen yang telah dipalsukan, termasuk paspor, 

buku pelaut, dan lain-lain. Pemerintahan Indonesia menyerahkan semua 

putusan atas kasus ini sesuai dengan aturan yang berlaku di Selandia Baru. 
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Negara-negara yang terlibat seperti Indonesia dan Korea Selatan harus 

menghormati dan melaksanakan perjanjian, kesepakatan, serta berkewajiban 

untuk patuh terhadap hukum yang telah disepakati bersama.  

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti memutuskan untuk 

membuat penelitian karya ilmiah berbentuk skiripsi dengan judul 

Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal Menurut Siyasah dauliyah dan 

Hukum Positif. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang 

akan dibahas adalah Bagaimanakah penyelesaian dan perlindungan hukum 

Anak Buah Kapal Indonesia yang bekerja di kapal asing menurut siyasah 

dauliyah dan hukum positif? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian dan 

perlindungan hukum Anak Buah Kapal Indonesia yang bekerja di kapal asing 

menurut siyasah dauliyah dan hukum positif. 

Adapun manfaat dari penelitian ini, secara teoritis, penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan sumbangsih pada akademis khususnya hukum 

yang berkaitan dengan penyelesaian da n perlindungan hukum anak buah 

kapa l Indonesia yang bekerja di kapa l asing menurut siyasa h dauliyah dan 

hukum positif. Selai n itu, diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran 

bagi kemajuan ilmu hukum pada umumnya dan hukum tata negara khususnya 

di IAI N Metro Lampung. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat 
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memberi manfaat dalam menggali nilai hukum yang tumbuh dan hidup secara 

alami di lingkungan sosia l, baik dalam negeri maupun hubungan antarnegara 

yang menjalin kerjasama. 

D. Penelitian Relevan 

Penelitian terdahulu yang membahas mengenai kasus anak buah kapal 

perikanan sudah banya k ditemui seperti perdagangan manusia, perbudakan, 

dan kasus-kasus lai n. Banya k upaya–upaya pencegahan dan penanganan 

terhadap perdagangan dan perbudakan manusia dalam kasus anak buah kapal 

yang sudah dijelaskan menurut huku m positif maupun hukum internasional, 

begitu pula ada juga yang sudah dijelaskan menurut hukum Islam. Dengan 

begitu, Peneliti ingin melakukan penelitian berupa perlindungan hukum kasus 

ana k bua h kapal menurut siyasah dauliyah dan hukum positif, karena 

penelitian ini sangat jarang dijumpai. Beberapa penelitian terdahulu yang 

tela h peneliti temukan dalam bentu k karya ilmiah, diantaranya:  

Skripsi ole h Yuli Andini. Penelitian yang dilakukan ole h Yuli Andini 

mahasiswa dari Universitas Isla m Negeri Raden Intan Lampung dengan judul, 

Analisis Siyasah Dauliyah pada Upaya Pemerintah dalam Memberikan 

Perlindungan terhada p TKI Terpidana Mati.19 Penelitian yang telah dilakukan 

oleh Yuli Andini, fokus pada kasus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang 

terpidana mati dan menjelaskan secara rinci mengenai peran pemerintah 

dalam memberikan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 

terpidana mati dan mengkaji lebih dalam menggunakan analisis siyasah serta 

                                                
19Yuli Andini, Analisis Siyasah Dauliyah Pada Upaya Pemerintah Dalam Memberikan 

Perlindungan Terhadap TKI Terpidana Mati (Undergraduate, UIN Raden Intan Lampung, 2019), 

http://repository.radenintan.ac.id/7959/. 
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menjelaskan mengenai pentingnya menjalin hubungan yang baik antar negara 

dalam hubungan internasional. 

Skripsi ole h Emilio Timnie Kislew Rajagukgu k. Penelitian yang 

dilakukan ole h Emilio Timnie Kislew Rajagukgu k mahasiswa dari 

Universitas Sumatera Utara dengan judul, Tinjauan Hukum Internasional 

tentang Pelarungan Ana k Bua h Kapal (Studi Kasus Pelarungan Ana k Buah 

Kapa l Indonesia dari Kapa l Cina). Penelitian ini memaparkan beberapa 

permasalahan terkait dala m dunia maritim seperti pengaturan hukum 

internasional mengenai anak buah kapal, pengaturan hukum terhadap kapal, 

dan peran negara Republik Indonesia dala m melindungi Tenaga Kerja 

Indonesia (TKI) yang bekerja pada kapal asing.20 

Skripsi oleh Cindy Margareta Putri. Peneltian yang dilakukan oleh 

Cindy Margareta Putri mahasiswa dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta 

dengan judul, Peran Internasional Labour Organization (ILO) terhadap 

Pelanggaran HA M berupa Perdaganga n Orang yang terjadi pada Anak Buah 

Kapal (ABK). Penelitian yang dilakukan ole h Cindy Margareta Putri 

membahas mengenai perdagangan orang yang terjadi pada anak buah kapal 

dilihat dari segi hukum internasional yang membicarakan tentang konvensi 

ILO yang berisi tentang aturan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan 

anak buah kapal.21 

                                                
20Emilio Timnie Kislew Rajagukguk, Tinjauan Hukum Internasional tentang Pelarungan 

Anak Buah Kapal (Studi Kasus Pelarungan Anak Buah Kapal Indonesia dari Kapal Cina),  2021, 

http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/32879. 
21Cindy Margareta Putri, Peran Internasional Labour Organization (ILO) Terhadap 

Pelanggaran HAM Berupa Perdagangan Orang Yang Terjadi Pada Anak Buah Kapal (ABK) (s1, 

UAJY, 2016), http://e-journal.uajy.ac.id/10035/. 



14 

 

 

Dari ketiga penelitian relevan diatas, meskipun para peneliti terdahulu 

banyak yang membuat penelitian mengenai permasalahan anak buah kapal, 

tetapi secara esensi permasalahan yang dibahas berbeda dengan penelitian ini. 

Judul dalam penelitian ini belum pernah ditulis oleh siapapun. Jika 

dibandingkan dengan ketiga penelitian relevan diatas, penelitian ini memiliki 

perbedaan, yaitu penelitian fokus pada penjelasan mengenai bagaimana 

perlindungan hukum pada kasus anak buah kapal Indonesia yang bekerja di 

kapal asing menurut siyasah dauliyah dan hukum positif serta bagaimana 

penanganannya. Penelitia n ini bisa menjadi bentuk kelanjutan dan melengkapi 

penelitian-penelitian yang sebelumnya. 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka atau library researc h, 

merupakan penelitian yang bertujuan mencari serta mengumpulkan data-

data da n informasi yang berkaita n denga n kepustakaa n. Berupa buku-

buku, naskah-naskah, dokume n, kitab Undang-Undang, peraturan 

perundang-undangan, dan sebagainya yang nantinya dijadikan landasan, 

alat, dan bahan dalam penelitian.22 

Peneliti menggunaka n pendekata n penelitia n huku m yuridis 

normatif. Pendekata n yuridis normatif meruju k pada norma-norma huku m 

yang ada dala m peratura n perundang-undanga n. Penelitia n ini bersifat 

deskriptif analitis, denga n cara menganalisis peratura n perundang-

                                                
22Suteki and Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori Dan Praktik 

(Depok: Rajawali Pers, 2018), 147–148. 
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undanga n yang berkaita n denga n teori-teori huku m da n prakti k 

hukumnya dala m masyarakat yang berkaita n denga n obje k penelitia n.23 

Denga n demikia n, peneliti mencari da n mengumpulka n data da n 

informasi melalui buku-buku,  jurna l, da n peratura n perundang-undanga n 

terkait hubunga n internasiona l, siyasa h dauliya h, kasus anak buah kapal, 

perbudaka n da n perdaganga n manusia serta upaya pemerinta h dala m 

memberika n perlindunga n da n menangani kasus anak buah kapal. 

2. Sumber Data 

Sumber data adala h subye k data yang dapat diperole h yang 

digunaka n dala m penelitia n. Sumber data terdiri dari sumber data primer 

da n sumber data sekunder. 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adala h data yang diperole h langsung dari 

sumbernya bai k melalui observasi, wawancara maupu n lapora n dala m 

bentu k dokume n, artike l ataupu n jurna l. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adala h data pendukung yang diperole h 

dari buku-buku, dokumen-dokume n penting, da n peratura n 

perundang-undanga n yang berkaita n denga n penelitia n yang aka n 

diteliti.Penelitia n ini hanya menggunaka n sumber data sekunder, 

karena jenis penelitia n ini adala h penelitia n pustaka atau library 

                                                
23Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 105. 
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researc h. Dala m sumber data sekunder terdapat baha n huku m primer, 

baha n huku m sekunder, da n baha n huku m tersier.24 

1) Baha n Huku m Primer 

Baha n huku m primer merupaka n baha n utama yang 

mengikat terdiri dari peratura n perundang-undanga n, catatan-

catata n resmi atau risala h dala m pembuata n suatu peratura n 

perundang-undanga n, da n putusa n haki m atau putusa n penadila n. 

Baha n huku m primer yang digunaka n dala m penelitia n ini antara 

lain: 

a) Undang-Undang Nomor 13 Tahu n 2003 tentang 

Ketenagakerjaan 

b) Undang-Undang Nomor 39 Tahu n 2004 tentang Penempata n 

da n Perlindunga n Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri 

c) Undang-Undang Nomor 17 Tahu n 2008 tentang Pelayaran 

d) Undang-Undang Nomor 6 Tahu n 2012 tentang Pengesaha n 

Internationa l Conventio n O n The Protectio n Of The Rights Of 

Al l Migrant Workers And Members Of Their Families 

(Konvensi Internasiona l Mengenai Perlindunga n Hak-Ha k 

Seluru h Pekerja Migra n da n Anggota Keluarganya) 

e) Undang-Undang Nomor 15 Tahu n 2016 tentang Pengesaha n 

Maritime Labour Conventio n, 2006 (Konvensi 

Ketenagakerjaa n Mariti m, 2006) 

                                                
24Ali, 106. 
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f) Undang-Undang Nomor 18 Tahu n 2017 tentang Pelindunga n 

Pekerja Migra n Indonesia 

g) Peratura n Pemerintaha n Nomor 7 Tahu n 2000 tentang 

Kepelauta n. 

2) Baha n Huku m Sekunder 

Baha n huku m sekunder merupaka n baha n pendukung dari 

baha n primer berupa buku-buku da n tulisan-tulisa n ilmia h yang 

terkait denga n penelitia n. Buku-buku yang digunaka n dala m 

penelitia n ini antara lain: 

a) Buku yang ditulis ole h Prof.  H.A. Djazuli berjudu l Fiq h 

Siyasah: Implementasi Kemaslahata n Umat dala m Rambu-

rambu Syariah 

b) Buku ole h Dr. Beni Ahmad Saebani,  M.Si yang berjudu l Fiq h 

Siyasah: Terminologi da n Lintasa n Sejara h Politi k Isla m 

Seja k Muhammad SAW. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin 

c) Buku karya Dr.  H. Ija Suntana,  M.Ag. yang berjudu l Politi k 

Hubunga n Internasiona l Isla m (Siyasa h Dauliyah) 

d) Buku yang ditulis ole h Dr. Ana k Agung Banyu Perwita da n 

Dr. Yanya n Mochamad Yani yang berjudu l Pengantar Ilmu 

Hubunga n Internasional 

e) Buku karya Dr. Umar Suryadi Bakry yang berjudu l Dasar-

Dasar Hubunga n Internasiona l, da n buku-buku, artike l jurna l 
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lainnya yang berkaita n denga n siyasa h dauliya h da n hubunga n 

internasiona l. 

3) Baha n Huku m Tersier 

Baha n huku m tersier adala h petunju k atau penjelasa n 

mengenai baha n huku m primer da n baha n huku m sekunder yang 

berasa l dari kamus, ensiklopedia, surat kabar, da n sebagainya. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpula n data yang digunaka n dala m penelitia n ini 

adala h metode penelitia n kepustakaa n. Metode ini didapat melalui 

penelitia n kepustakaa n yang bersumber dari buku-buku, dokume n resmi, 

hasi l penelitia n, da n peratura n perundang-undanga n.25 Dala m ha l ini, 

peneliti mengumpulka n data dari buku, artike l jurna l, da n peratura n 

perundang-undanga n yang membahas mengenai hubunga n internasiona l, 

siyasa h dauliya h, da n kasus-kasus ana k bua h kapa l. 

4. Teknik Analisa Data 

Analisa data dala m penelitia n ini yaitu menggunaka n metode 

penelitia n bersifat deskriptif analitis, yang menggunaka n pendekata n 

kualitatif pada sumber data sekunder. Pendekata n kualitatif sumber data 

sekunder yang ada dala m penelitia n ini adala h melalui artikel-artikel 

jurna l, hasi l penelitia n, buku-buku, da n peratura n perundang-undanga n. 

Sedangka n deskriptif meliputi isi da n ketentua n dala m huku m positif, 

yaitu kegiata n yang dikerjaka n ole h peneliti untu k memastika n isi atau 

                                                
25Ali, 107. 
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maksud dari atura n huku m yang dijadika n acua n dala m menyelesaika n 

permasalaha n huku m yang ada.26 

Selai n itu, peneliti juga menggunaka n analisa data conte n analisys 

yaitu analisis konte n atau analisis isi yang aka n menjelaska n isi data, 

kemudia n menari k kesimpula n dari data yang suda h diperole h secara 

objektif da n sistematis terhada p perlindunga n huku m ana k bua h kapa l 

menurut siyasa h dauliya h da n huku m positif melalui buku, artike l jurna l, 

da n media lai n yang digunaka n. 

                                                
26Ali, 107. 



BAB II 

KERANGKA TEORI 

 

 

A. Teori Perlindungan Hukum 

Setia p negara memiliki kewajiba n dala m melindungi warga negaranya 

bai k di dala m negeri maupu n di luar negeri. Ha l ini tercantu m dalam Alinea 

ke-4 Pembukaa n Undang-Undang Dasar Republi k Indonesia Tahu n 1945, 

da n dala m Pasa l 28D ayat (1) da n (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 

yang berbunyi: 

1) Setia p orang berha k atas pengakua n, jamina n, perlindunga n, da n 

kepastia n huku m yang adi l serta perlakua n yang sama di hadapa n 

hukum 

2) Setia p orang berha k untu k bekerja serta mendapat imbala n da n 

perlakua n yang adi l da n laya k dala m hubunga n kerja.1 

 

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindunga n huku m adala h upaya untu k 

mengorganisasika n berbagai kepentinga n dala m masyarakat supaya tida k 

terjadi pertentanga n antar-kepentinga n da n dapat menikmati semua hak-ha k 

yang diberika n ole h huku m. Kehadira n huku m dala m masyarakat berfungsi 

untu k mengadaka n integrasi da n koordinasi kepentingan-kepentinga n yang 

bisa berbentura n satu sama lai n. Sehingga, huku m perlu melakuka n 

koordinasi denga n cara membatasi da n melindungi kepentingan-kepentinga n 

tersebut. Perlindunga n terhada p kepentingan-kepentinga n tersebut hanya 

dapat dilakuka n denga n cara membatasi kepentinga n di lai n piha k. Huku m 

                                                
1Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

(1945). 
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melindungi kepentinga n seseorang denga n cara mengalokasika n suatu 

kekuasaa n kepadanya untu k bertinda k dala m kepentingannya.2 

Menurut Philipus Hadjo n sarana perlindunga n huku m dapat ditinjau 

dari 2 (dua) ha l, yaitu perlindunga n huku m secara preventif da n represif. 

Perlindunga n huku m secara preventif dapat ditempu h denga n 2 (dua) sarana 

yaitu melalui sarana peratura n perundang-undanga n da n melalui sarana 

perjanjia n. Sedangka n perlindunga n huku m secara represif dapat ditempu h 

melalui jalur peradila n. 

Philipus Hadjo n merumuska n prinsip-prinsi p perlindunga n huku m 

bagi rakyat Indonesia berlandaska n pada Pancasila. Karena pancasila 

merupaka n dasar ideologi da n dasar falsafa h negara Indonesia. Konsepsi 

perlindunga n huku m bagi rakyat di barat bersumber pada konsep-konse p 

pengakua n da n perlindunga n terhada p hak-ha k asasi manusia da n konsep-

konse p rechtsstaat da n the rule of law. 

Konse p pengakua n da n perlindunga n terhada p hak-ha k asasi manusia 

memberika n isinya da n konse p rechtsstaat da n the rule of law menciptaka n 

sarananya, sehingga pengakua n da n perlindunga n hak-ha k asasi manusia 

aka n subur dala m wada h rechtsstaat atau the rule of law. Sebagai kerangka 

pikir denga n landasa n pancasila, prinsi p perlindunga n huku m bagi rakyat di 

Indonesia adala h prinsi p pengakua n da n perlindunga n terhada p harkat da n 

                                                
2Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: PT Citra Aditya, 2014), 53–54. 
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martabat manusia yang bersumber pada pancasila da n prinsi p negara huku m 

yang berdasarka n pancasila.3 

Perlindunga n yang diberika n ole h huku m, terkait denga n adanya ha k 

da n kewajiba n, dala m ha l ini yang dimiliki ole h manusia sebagai subje k 

huku m dala m interaksinya denga n sesama manusia serta lingkungannya. 

Secara umu m perlindunga n huku m adala h upaya perlindunga n yang 

diberika n terhada p subje k huku m dala m bentu k perangkat huku m bai k yang 

bersifat preventif maupu n yang bersifat represif. 

Perlindunga n huku m preventif adala h perlindunga n huku m yang 

bertujua n untu k mencega h terjadinya perselisiha n. Bentu k perlindunga n 

huku m preventif terdapat dala m peratura n perundang-undanga n yang berguna 

untu k mencega h terjadinya suatu pelanggara n da n untu k memberika n 

batasan-batasa n dala m melakuka n kewajiba n. Sedangka n perlindunga n 

huku m represif berfungsi untu k menyelesaika n permasalaha n yang tela h 

muncu l akibat adanya pelanggara n. Perlindunga n ini merupaka n 

perlindunga n akhir berupa pemberia n sanksi terhada p pelanggara n yang tela h 

dilakuka n.4 

B. Teori Siyasah Dauliyah 

1. Pengertian Siyasah Dauliyah 

Ilmu hubunga n internasiona l dala m politi k Isla m dikena l denga n 

siyasa h dauliya h. Siyasa h dauliya h merupaka n sala h satu kajia n dala m 

                                                
3Febri Jaya, Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan: Kajian Perbandingan Hukum Di 

Indonesia Dan Malaysia (Yogyakarta: Suluh Media, 2019), 38. 
4Philipus M. Hadjon,Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, vol. 25 (Surabaya: PT 

Bina Ilmu, 1987), 2–3. 
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fiq h siyasa h. Siyasa h dauliya h terdiri dari dua kata, yaitu siyasa h yang 

artinya mengatur, mengendalika n, mengurus atau membuat keputusa n. 

Arti ini sejala n denga n asa l arti kata sasa-yasusu-siasa h yang berarti 

mengemudi, mengendalika n da n cara pengendalia n.5 Sedangka n kata 

dauliya h memiliki arti hubunga n antarnegara, kedaulata n, kekuasaa n, da n 

kewenanga n. Dauliya h berasa l dari kata daala-yaduulu-daula h artinya 

negara, kerajaa n, da n kekuasaa n. Denga n demikia n, siyasa h dauliya h 

adala h suatu ilmu yang mengatur kewenanga n suatu negara untu k 

mengatur hubunga n antarnegara bai k regiona l maupu n internasiona l.6 

Pembahasa n dala m siyasa h dauliya h berkaita n denga n hubunga n 

diplomati k, hak-ha k da n kewajiba n negara atas kehidupa n rakyatnya, 

kerjasama regiona l maupu n internasiona l, peperanga n, perdamaia n, da n 

berbagai pranata sosia l politi k yang lebi h luas.7 Dala m hubunga n 

internasiona l Isla m terdapat norma yang tela h menjadi standar siste m 

politi k atau ketatanegaraa n yang suda h dibangu n di Madina h seja k 

kepemimpina n Nabi Muhammad SAW da n kemudia n dilanjutka n ole h 

Khulafa ur-Rasyidi n. Sayyid Quthub meyakini bahwa Madina h adala h 

norma yang menjadi anuta n, buka n lagi piliha n dari sekia n norma-norma 

tata negara yang perna h ada da n sedang terjadi.8 

                                                
5Saebani, Fiqh Siyasah Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak 

Muhammad SAW. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun,25. 
6Suntana, Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah), 15. 
7Saebani, Fiqh Siyasah Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak 

Muhammad SAW. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun,42. 
8Suntana, Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah), 47. 
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Norma ketatanegaraa n di Madina h tida k mengena l batas da n 

waktu. Negara Madina h diangga p sebagai standar nilai untu k kondisi da n 

criteria kebijaka n suatu negara. Berikut adala h beberapa norma hubunga n 

internasiona l yang diturunka n berdasarka n prakti k dari norma Madina h.9 

a. Norma Solidaritas 

Dala m norma ini menjelaska n negara harus berusaha mencari 

da n menyediaka n sarana untu k membangu n kesatua n da n solidaritas 

masyarakat. 

b. Norma Kesejahteraan 

Norma ini menjelaska n bahwa negara yang menjali n hubunga n 

antarnegara didasarka n atas tercapainya kesejahteraa n, keamana n, 

keselamata n, ketenterama n da n kedamaia n negara. 

c. Norma Zero Diskriminasi 

Negara mempunyai kewajiba n untu k menentang semua 

tindaka n pembedaa n perlakua n terhada p sesama warga negara 

maupu n denga n warga negara asing. Negara harus memelihara 

kebebasa n manusia da n mengakhiri segala bentu k penindasa n di 

berbagai penjuru dunia. 

d. Norma Anti Intervensi 

Negara mempunyai kewajiba n untu k menaha n diri tida k ikut 

campur tanga n dala m perselisiha n antarnegara. Keterlibata n 

perselisiha n ini diizinka n hanya untu k mempertahanka n ideologi, 

                                                
9Suntana, 48. 
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keyakina n, kesatua n teritoria l, membela kau m yang tertindas, da n 

memelihara kedamaia n dunia. 

e. Norma Nonblok 

Norma ini menjelaska n bahwa negara harus mengangga p 

dirinya tida k beraliansi denga n kekuata n besar apapu n. Negara juga 

harus menentang blo k kekuata n da n aliansi yang mempunyai rencana 

mengeksploitasi da n menguasai bangsa-bangsa yang lema h. 

f. Norma Kedaulatan 

Menjelaska n bahwa negara tida k bole h mengganggu 

kedaulata n setia p negara lai n. 

g. Norma Kepatuha n Hukum 

Norma ini menjelaska n bahwa negara harus menghormati da n 

melaksanaka n perjanjia n, kesepakata n, serta berkewajiba n untu k 

patu h terhada p huku m yang tela h disepakati bersama.10 

Sala h satu bahasa n poko k dala m hubunga n internasiona l adala h 

politi k internasiona l yang mempelajari segala bentu k perjuanga n untu k 

memperjuangka n kepentinga n da n kekuasaa n. Politi k tida k hanya 

berkaita n denga n negara da n pemerintaha n, politi k juga dapat diterapka n 

dala m hal-ha l diluar negara da n pemerintaha n. Mulai dari siste m 

kehidupa n da n hubunga n antar manusia, siste m dala m perusahaa n, da n 

organisasi baik organisasi masyarakat maupu n organisasi sosia l politi k. 

                                                
10Suntana, 49. 



26 

 

 

Bahka n berkaita n denga n hubunga n antarnegara, yang dicaku p ole h 

politi k internasiona l.11 

Terkait definisi politi k internasiona l yang merupaka n sala h satu 

kajia n hubunga n internasioana l, Holsti menyataka n bahwa:  

Politi k internasiona l adala h studi mengenai pola tindaka n negara 

terhada p lingkunga n eksterna l sebagai reaksi atau respo n negara 

lai n. Selai n mencaku p unsur power, kepentinga n,da n 

tindaka n,politi k internasiona l juga mencaku p perhatia n terhada p 

siste m internasiona l, deterrence, da n perilaku para pembuat 

keputusa n dala m situasi konfli k. Jadi politi k internasiona l 

menggambarka n hubunga n dua ara h,menggambarka n reaksi da n 

respo n buka n aksi.12 

 

Obje k yang menjadi kajia n politi k internasiona l sama denga n 

kajia n politi k luar negeri, yang keduanya mengutamaka n dala m 

menjelaska n mengenai kepentinga n,da n tindaka n serta unsur power. 

Dala m politi k internasiona l tentu saja membahas permasalaha n politi k 

da n keadaa n masyarakat internasiona l, diplomasi, da n hubunga n 

antarnegara menjadi titi k fokus politi k internasiona l. 

2. Sejarah Siyasah Dauliyah 

a. Pada Masa Sebelu m Islam 

Dala m berbagai bangsa di dunia ini menginginka n hidu p 

secara ama n da n damai dala m berdampinga n. Keingina n ini suda h 

ada sebelu m ajara n Isla m datang. Keingina n ini bisa terwujud karena 

adanya perjanjia n antarnegara da n adat kebiasaa n. Perjanjia n da n adat 

                                                
11T. May Rudy, Pengantar Ilmu Politik Wawasan Pemikiran Dan Kegunaannya 

(Bandung: Refika Aditama, 2013), 9. 
12Anak Agung Banyu Perwira and Yanyan Mochamad Yani, Pengantar Ilmu Hubungan 

Internasional (Bandung, Indonesia: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 40. 
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kebiasaa n internasiona l menjadi ha l penting dala m menjali n 

hubunga n damai antarnegara pada masa itu. 

Keadaa n hubunga n antarnegara yang terjadi pada masa itu, 

banya k ditandai ole h peperanga n. Perang menjadi kejadia n tahuna n 

bagi bangsa-bangsa tertentu. Pada abad III S M perjanjia n antara 

Ramses III (Firau n Raja Mesir) denga n Kheta (Raja Asia Kecil) 

adala h sala h satu perjanjia n yang paling tua diantara dua negara 

tersebut. Perjanjia n ini berisi tentang perjanjia n ekstradisi untu k rakyat 

yang melarika n diri dari negara asalnya da n perjanjia n penghentia n 

peperanga n. 

Di zama n Yunani kuno, kota dala h kesatua n suatu negara. 

Setia p negara kota seperti Athena, Sparta, da n Apolonia yaitu suatu 

negara yang berdiri sendiri. Hubunga n antarnegara kota yang berada di 

Yunani memiliki keterikata n perasaa n satu bangsa, satu bahasa, da n 

satu agama. Perbedaa n hubunga n antarnegara kota di Yunani denga n 

negara kota di luar wilaya h Yunani memiliki prinsi p bahwa bangsa 

Yunani harus menguasai bangsa-bangsa lai n di luar wilaya h Yunani, 

dikarenaka n bangsa Yunani adala h bangsa yang Berjaya.13 

Di zama n Romawi memiliki perbedaa n dala m berhubunga n 

internasiona l. Pada zama n ini, hubunga n antarnegara kota ini 

berdasarka n pada huku m ketetanggaa n da n saling menghormati pada 

setia p negara lai n. Apabila terjadi permasalaha n, negara Romawi la h 

                                                
13Djazuli, Fiqh siyasah,119–120. 
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yang memegang kekuasaa n untu k memutuska n setia p permasalaha n 

yang muncu l. Dala m buku Fiq h Siyasa h yang ditulis ole h Prof.  H.A. 

Djazuli, tertulis J. G. Starke menyataka n bahwa:  

Sesungguhnya sumbanga n langsung Yunani da n Romawi 

terhada p perkembanga n huku m inter nasiona l relatif kurang, 

kondisi-kondisi yang mendukung pertumbuha n huku m bangsa-

bangsa baru muncu l, pada abad ke-15 pada saat Eropa mulai 

bermuncula n negara-negara beradab yang merdeka.14 

 

b. Pada Masa Islam 

Para penulis huku m internasiona l jarang menyataka n pera n 

da n pengaru h huku m Isla m terhada p huku m internasiona l. 

Sedangka n kekuata n sosia l, politi k Isla m lebi h kurang 700 tahu n 

Isla m perna h berkuasa da n bersinggunga n denga n budaya Romawi 

Timur di Damaskus, Mesir sampai ke Andalusia. 

Selai n itu, Muhammad bi n Hasa n al-Syaibani adala h sala h 

satu toko h dala m huku m internasina l. Beliau adala h murid Ima m Abu 

Hanifa h da n guru Ima m Syafi’i. Dala m buku karangannya yang 

berjudu l Al-Siyar al-Kabir membahas tentang para duta besar da n 

status orang asing, pembagia n dunia menjadi negeri yang damai, 

negeri yang netra l,da n negeri yang menyerang. Kemudia n membahas 

tentang wajibnya perjanjia n yang suda h disepakati bersama, etika 

dala m melaksanaka n perang, hal-ha l yang berhubunga n denga n 

huku m perdata internasiona l, da n lai n sebagainya. 

                                                
14Djazuli, 120. 
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Hubunga n internasiona l di era globalisasi aka n semaki n serius 

dala m berhubunga n bai k hubunga n antarnegara ataupu n hubunga n 

antarwarga negara. Tantanga n hubunga n internasiona l di era 

globalisasi ini adala h bagaima n Isla m sebagai rahmata n lil’alami n 

khususnya siyasa h dauliya h bisa memberika n sumbanga n dala m 

hubunga n internasiona l pada masa kini, sekarang, da n masa yang 

aka n datang agar tercapainya kehidupa n yang ama n, damai, tertib, da n 

adi l diantara sesame negara, bangsa da n manusia yang ada di dunia 

ini15 

3. Ruang Lingkup Siyasah Dauliyah 

Ruang lingku p merupaka n subje k yang menjadi kajia n dala m 

siyasa h dauliya h. Berikut adala h ruang lingku p siyasa h dauliya h.16 

a. Perjanjia n Internasional 

Perjanjia n dala m kajia n siyasa h dauliya h disebut denga n al-

mu’ahada h yang berasa l dari kata ‘ahada artinya segala bentu k 

kesepakata n manusia. Menurut bahasa, perjanjia n berarti kesepakata n 

antara dua orang atau dua kelompo k. Perjanjia n yang dimaksud dala m 

kajia n siyasa h dauliya h adala h perjanjia n internasiona l, yaitu 

kesepakata n yang tela h disetujui ole h dua negara. Asy-Syarbini 

mendefinisika n perjanjia n internasiona l bahwa perjanjia n 

internasiona l (al-mu’ahada h al-dauliyah) adala h kesepakata n dua 

                                                
15Djazuli, 120–122. 
16Suntana, Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah), 15. 



30 

 

 

piha k yang berperang untu k menghentika n peperanga n selama masa 

tertentu denga n kompensasi tertentu atau tanpa kompensasi.17 

b. Perlakua n terhada p Tawanan 

Dala m perang Isla m membolehka n menangka p pasuka n 

musu h untu k dijadika n tawana n, tetapi para tawana n ini harus 

diperlakuka n denga n bai k. Mereka hanya dapat dibunu h apabila 

melakuka n kejahata n berdasarka n tingkat bahaya da n buruknya 

kejahata n yang dilakuka n terhada p seseorang atau kelompo k. 

c. Kewajiba n da n Ha k suatu Negara terhada p Negara Lain 

Suatu negara memiliki ha k da n kewajiba n, kekuasaa n, da n 

hak-ha k istimewa menurut huku m internasiona l. Adapu n hak-ha k 

negara adala h ha k kemerdekaa n, ha k memiliki persamaa n derajat, da n 

ha k untu k mempertahanka n diri. Kewajiba n negara yaitu meliputi 

tida k melakuka n perang, kecuali dala m keadaa n darurat, 

melaksanaka n perjanjia n internasiona l da n tida k mencampuri urusa n 

negara lai n. 

d. Atura n Peperangan 

Dala m perang terdapat atura n da n etika berperang yang harus 

dipatuhi diantaranya.18 

1) Dilarang membunu h anak-anak 

2) Dilarang memerkosa perempuan-perempua n da n dilarang 

membunu h perempua n yang tida k ikut perang 

                                                
17Suntana, 52. 
18Suntana, 28. 



31 

 

 

3) Dilarang membunu h orang yang suda h renta yang tida k mengikuti 

peperangan 

4) Dilarang merusa k poho n, laha n, ladang, da n sawah 

5) Dilarang membunu h hewa n terna k kecuali untu k dikonsumsi 

6) Dilarang menghancurka n tempat-tempat ibadah 

7) Dilarang merusa k mayat musu h termasu k bangkai hewan 

8) Dilarang membunu h pemuka agama da n para pekerja yang tida k 

mengikuti perang 

9) Sabar, ikhlas, da n berani dala m berperang. 

e. Ekstradisi 

Ekstradisi adala h penyeraha n seseorang yang diangga p 

melakuka n kejahata n ole h suatu negara kepada negara lai n yang 

suda h diatur dala m perjanjia n antar kedua negara yang bersangkuta n. 

Pada masa kepemimpina n Nabi Muhammad SAW. beliau tela h 

menjalanka n perjanjia n ekstradisi yang tela h tercantu m dala m 

perjanjia n Hudaibiyya h. Pada masa itu, pemerinta h Madina h harus 

mengembalika n pendudu k Meka h yang datang ke Madina h karena 

kejahata n yang tela h meraka lakuka n.19 

f. Pemberia n Suaka Politi k da n Keamanan 

Suaka politi k dala m kajia n ketatanegaraa n Isla m disebut 

denga n istila h awaitu yang artinya memberika n perlindunga n pada 

piha k tertentu denga n mengawasi keadaa n da n situasi disekelilingnya. 

                                                
19Suntana, 67. 
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Perlindunga n ini bertujua n untu k memberika n rasa ama n da n nyama n 

kepada pihak-piha k yang meminta perlindunga n. Awaitu mengacu 

pada peristiwa baiat Aqaba h II sebelu m Nabi SAW hijra h ke Madina h 

da n perjanjia n Hudaibiyya h. Dala m baiat Aqaba h II Nabi SAW 

menyampaika n bahwa Beliau aka n melindungi orang-orang Madina h, 

denga n syarat orang-orang yang meminta perlindunga n kepada Nabi 

SAW harus melindung Nabi Muhammad SAW layaknya ana k da n 

istri kalia n.20 

g. Penentua n Situasi Damai atau Perang 

Dala m kajia n siyasa h dauliya h bahwa damai adala h satu ha l 

penting dala m menjali n hubunga n antarnegara. Berikut adala h hal-ha l 

penting yang perlu diperhatika n. 

1) Perang tida k bole h dilaksanaka n, kecuali dala m keadaa n darurat. 

Dala m perang pu n harus mematuhi beberapa aturannya, yaitu 

menurut Isla m perang diizinka n untu k menaha n seranga n musu h 

da n melindungi keamana n. Melakuka n penyeranga n secara 

mendada k tanpa member pengumuma n terlebi h dahulu merupaka n 

perbuata n yang dilarang dala m Isla m. Apabila perang terjadi tanpa 

memberika n piliha n kepada musu h, maka yang memimpi n 

penyeranga n harus bertanggung jawab atas segala kerugia n yang 

terjadi selama perang berlangsung. 

                                                
20Suntana, 223–224. 
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2) Segera menghentika n perang apabila sala h satu piha k suda h 

menginginka n damai. 

3) Seseorang yang tida k mengikuti peperanga n tida k bole h 

diperlakuka n sebagai musu h. 

4) Dala m memperlakuka n tawana n pu n harus secara manusiawi.21 

4. Asas-asas Siyasah Dauliyah 

a. Asas Kemanunggala n Manusia 

Manusia adala h makhlu k sosia l, yang mempunyai perbedaa n 

seperti berbeda suku da n bangsa, warna kulit maupu n perbedaa n 

dala m ha l keyakina n da n agama. Tetapi dihadapa n Tuha n manusia 

adala h satu kesatua n karena sama-sama makhlu k ciptaan-Nya. 

Adanya perbedaa n tersebut, manusia tida k bole h menolaknya karena 

merupaka n kenyataa n alami yang diciptaka n Tuha n. Asas 

kemanunggala n manusia ini mengikuti prinsi p tauhid, yang 

menjelasaka n bahwa segala sesuatu yang ada di dunia termasu k 

manusia berasa l dari Tuha n.22 

b. Asas Persamaan 

Setia p bangsa di dunia ini mempunyai derajat yang sama. 

Dala m hubunga n antarnegara pu n tida k diperbolehka n menentuka n 

asal-usu l, ras, suku, agama, bahasa, da n sosia l dala m memutuska n 

ha k membangu n hubunga n internasiona l. Isi dala m kesepakata n yang 

                                                
21Suntana, 28. 
22Suntana, 16. 



34 

 

 

dibuat dala m hubunga n antarnegara harus menempatka n setia p bangsa 

dala m derajat yang sama, begitu juga ha k da n kewajiba n. 

c. Asas Keadilan 

Dala m asas keadila n bahwa setia p bangsa harus ditempatka n 

pada keduduka n yang sesuai, da n tida k menyalahi hak-haknya. Setia p 

poi n kesepakata n yang tela h dibuat menetapka n bahwa setia p negara 

harus bertanggung jawab atas tindaka n da n perbuata n yang 

dilakukannya. Dala m poi n kesepakata n yang lai n pu n tida k 

memperbolehka n suatu negara menuntut atas perbuata n yang tida k 

dilakukannya. 

d. Asas Musyawarah 

Dala m asas ini menjelaska n bahwa kesepakata n dala m sebua h 

pejanjia n adala h hasi l dari musyawara h yang suda h disepakati ole h 

kedua bela h piha k. Asas musyawara h menegaska n pada pihak-piha k 

yang terlibat dala m perjanjia n harus bertanggung jawab atas 

kesepakata n yang tela h dibuat. 

e. Asas Kebebasan 

Dala m asas kebebasa n diberika n ha k da n kekuasaa n kepada 

para piha k yang terlibat hubunga n antarnegara untu k melakuka n 

tindaka n apapu n asa l tida k merugika n piha k yang lai n. Setia p piha k 

memiliki kebebasa n untu k berbuat sesuatu tanpa harus merasa takut 

melanggar selama tida k berlawana n denga n peratura n internasiona l 

yang berlaku. 
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f. Asas Kehormata n Manusia 

Asas kehormata n manusia adala h dasar yang harus dipegang 

dala m hubunga n antarnegara. Asas ini menginginka n agar satu bangsa 

denga n bangsa lai n harus saling menghormati da n tida k bole h 

merendahka n bangsa lai n.23 

g. Asas Toleransi 

Asas ini menginginka n bahwa setia p perjanjia n yang dibuat 

untu k saling menghargai perbedaa n, kekuranga n, da n kelebiha n. 

Perbedaa n merupaka n hal-ha l mendasar yang tida k bole h diangga p 

sebagai penghalang untu k melakuka n kerjasama. Perbedaa n 

keyakina n dala m ha l beragama harus menyikapinya denga n terbuka 

da n diberi ruang bebas dala m setia p perjanjia n. 

h. Asas Kerjasama 

Asas kerjasama bisa disebut denga n istila h al-ta’awwu n, 

dala m perjanjia n internasiona l harus terdapat kesepakata n bahwa 

pihak-piha k yang terlibat harus mempunyai andi l secara fisi k, tenaga, 

teknologi, biaya maupu n manfaat. Setia p andi l yang dikeluarka n harus 

dibalas ole h reka n perjanjia n denga n manfaat yang sepada n.24 

i. Asas Perilaku Mora l yang Baik 

Memiliki perilaku yang bai k adala h landasa n mora l dala m 

suatu hubunga n antarmanusia, antarumat, da n antarbangsa. Sala h satu 

ha l penting dala m hubunga n internasiona l yaitu perjanjia n 

                                                
23Suntana, 17. 
24Suntana, 18. 
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antarnegara. Jika perjanjia n yang dibuat suda h disahka n, da n 

perjanjia n itu tida k dipenuhi, maka aka n menghilangka n kepercayaa n 

piha k lai n. Apabila ini suda h terjadi dapat menimbulka n masala h 

buru k pada hubunga n antarnegara tersebut.25 Denga n demikia n, 

sangatla h penting menjaga perilaku mora l agar teta p bai k dimata 

negara lai n. 

5. Praktik Siyasah Dauliyah 

Istila h siyasa h dauliya h berkembang seja k Isla m menjadi pusat 

kekuasaa n dunia. Konstitusi Madina h yang disusu n da n perjanjia n 

perdamaia n yang dibuat antara pemerintaha n Madina h da n kekuata n 

lainnya yang diluar Madina h merupaka n titi k awa l adanya pelaksanaa n 

siyasa h dauliya h. Kemudia n dilanjut saat Nabi Muhammad SAW 

mengirimka n surat diplomati k ke luar Madina h yang melalui para 

petugasnya, merupaka n awa l mula konse p siyasa h dauliya h dilakuka n. 

Menurut kalanga n para ahli tata negara Isla m, selai n yang suda h 

disebutka n diatas, ada peristiwa penting yang menjadi landasa n konse p 

da n teori hubunga n internasiona l yaitu perjanjia n Hudaibiya h yang 

dilakuka n antara pemerintaha n Nabi Muhammad SAW di Madina h da n 

kekuasaa n Quraisy di Meka h. Para ahli tata negara Isla m mengataka n 

bahwa perjanjia n Hudaibiya h disebut sebagai konse p hubunga n 

internasiona l dala m bentu k gencata n senjata. Melalui perjanjia n ini 

                                                
25Djazuli, Fiqh siyasah,130–131. 
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dirumuskanla h beberapa konse p dasar, asas, da n teknis praktis hubunga n 

internasiona l Isla m. 

Perjanjian-perjanjia n yang berisi hidu p bersama-sama secara 

ama n, damai, da n ruku n yang dilakuka n ole h Nabi Muhammad SAW di 

Madina h merupaka n conto h pelaksanaa n hubunga n internasiona l. Bukti 

lai n pelaksanaa n diplomasi yang terjadi dala m sejara h Isla m yaitu 

pengirima n utusa n ke beberapa pusat kekuasaa n seperti Mesir, Persia, 

Habsyi, da n Bizantiu m. Terdapat konse p lai n yang menjadi landasa n 

dirumuskannya teori hubunga n internasiona l Isla m yaitu jihad. Jihad 

adala h aksi militer atau perang yang dilakuka n kepada piha k luar atau 

untu k menaha n seranga n dari piha k luar denga n beberapa ketentua n da n 

batasa n yang harus ditaati. Dari konse p da n pelaksanaa n jihad inila h, para 

ahli tata negara Isla m merumuska n kaida h da n standar yang dapat 

disaranka n menjadi prinsip-prinsi p dala m huku m perang da n huku m 

internasiona l, selai n mengacu pada Al-Qur’a n da n Hadits. 

Teori klasi k mengenai hubunga n internasiona l yang berkembang 

di lingkunga n para ahli tata negara Isla m adala h siyar. Siyar merupaka n 

pedoma n untu k mengatur perang da n damai denga n piha k negara luar 

yang nonmusli m da n mengatur hubunga n warga negara nonmusli m 

denag n pemerintaha n Isla m di dala m negara.26 

 

 

                                                
26Suntana, Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah), 13–14. 
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C. Anak Buah Kapal (ABK) 

1. Pengertian Anak Buah Kapal 

Ana k bua h kapa l sering disebut denga n Pelaut. Dala m Kamus 

Besar Bahasa Indonesa pelaut merupaka n orang yang bekerja diatas kapa l 

atau berlayar di laut.27 Ada beberapa pengertia n tentang ana k bua h kapa l. 

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahu n 2008 tentang Pelayara n, Ana k 

Bua h Kapa l adala h awa k kapa l selai n Nahkoda.28 Dala m Peratura n 

Pemerinta h RI Nomor 51 Tahu n 2002 tentang Perkapala n menyebutka n 

bahwa Ana k Bua h Kapa l adala h awa k kapa l selai n nahkoda atau 

pemimpi n kapa l.29 

Profesi sebagai pelaut suda h ada seja k lama da n istila h pelaut 

berasa l pada saat kapa l layar menjadi jenis transportasi utama di laut seja k 

zama n dahulu. Sekarang istila h pelaut meruju k pada setia p orang yang 

bekerja di kapa l layar da n termasu k meliputi orang-orang yang 

mengoperasika n kapa l layar. 

Untu k bekerja sebagai ana k bua h kapa l harus memenuhi syarat-

syaratnya sesuai denga n yang tercantu m dala m Pasa l 17 Peratura n 

Pemerinta h Nomor 7 Tahu n 2000 tentang Kepelauta n, menyatakan30: 

Untu k dapat bekerja sebagai awa k kapa l, wajib memenuhi 

persyaratan: 

                                                
27Pusat Bahasa Indonesia, ed., Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. 3 (Jakarta: Pusat 

Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional : Balai Pustaka, 2001). 
28Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (2008). 
29Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan 

(2002). 
30Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan 

(2000). 
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a. Memiliki sertifikat keahlia n pelaut dan/atau sertifikat 

keterampila n pelaut; 

b. Berumur sekurang-kurangnya 18 tahun; 

c. Sehat jasmani da n rohani berdasarka n hasi l pemeriksaa n 

kesehata n yang khusus dilakuka n untu k itu; 

d. Disiji l. 

 

2. Hak dan Kewajiban Anak Buah Kapal 

Ana k bua h kapa l memiliki ha k da n kewajiba n yang sama denga n 

nahkoda da n para pekerja laut yang lai n. Ha k da n kewajibannya 

disebutka n dala m Pasa l 18 ayat (3) Peratura n Pemerinta h Nomor 7 Tahu n 

2000 tentang Kepelauta n yang berbunyi31: 

3) Hak-ha k da n kewajiba n dari maing-masing piha k sebagaimana 

yang dimaksud dala m ayat (2) sekurang-kurangnya adalah:  

a. Ha k pelaut:  

Menerima gaji, upa h lembur, uang pengganti hari-

hari libur, uang delegasi, biaya pengangkuta n da n upa h 

saat diakhirinya pengerjaa n,pertanggunga n untu k barang-

barang mili k pribadi yang dibawa da n kecelakaa n pribadi 

serta perlengkapa n untu k musi m dingi n untu k yang 

bekerja di daera h yang iklimnya dingi n da n di musi m 

dingi n di wilaya h yang suhunya 15 derajat celcius atau 

kurang yang berupa pakaia n da n peralata n musi m dingi n. 

b. Kewajiba n pelaut:  

Melaksanaka n tugas sesuai denga n ja m kerja yang 

ditetapka n sesuai denga n perjanjia n,menanggung biaya 

yang timbu l karena kelebiha n barang bawaa n diatas batas 

ketentua n yang ditetapka n ole h perusahaa n,menaati 

perinta h perusahaa n da n bekerja sesuai denga n jangka 

waktu perjanjia n. 

 

Selai n ha k da n kewajiba n, ana k bua h kapa l berha k mendapatka n 

kesejahteraa n mereka. Kesejahteraa n ana k bua h kapa l diatur dala m Pasa l 

                                                
31Republik Indonesia. 
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151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahu n 2008 tentang Pelayara n, 

berbunyi32: 

1) Setia p awa k kapa l berha k mendapatka n kesejahteraa n yang 

meliputi: 

a. Gaji; 

b. Ja m kerja da n ja m istirahat; 

c. Jamina n pemberangkata n ke tempat tujua n da n 

pemulanga n ke tempat asal; 

d. Kompensasi apabila kapa l tida k dapat beroperasi karena 

mengalami kecelakaan; 

e. Kesempata n mengembangka n karier; 

f. Pemberia n akomodasi, fasilitas rekreasi, makana n atau 

minuman; dan 

g. Pemeliharaa n da n perawata n kesehata n serta pemberia n 

asuransi kecelakaa n kerja. 

 

D. Peraturan Hukum Mengenai Anak Buah Kapal 

Pekerja migra n Indonesia adala h setia p warga negara Indonesia yang 

aka n, sedang, atau tela h melakuka n pekerjaa n denga n menerima upa h di luar 

wilaya h Republi k Indonesia. Terdapat beberapa unsur seseorang dapat disebut 

pekerja migra n Indonesia yaitu memenuhi syarat maupu n terdaftar; aka n, 

sedang, atau tela h melakuka n pekerjaan; denga n menerima upah; da n di luar 

wilaya h Republi k Indonesia. Denga n demikia n, ana k bua h kapa l atau awa k 

kapa l merupaka n pekerja migra n Indonesia. 

Berdasarka n kasus yang terjadi pada anak buah kapal Indonesia yang 

suda h dijelaska n diatas. Para anak buah kapal Indonesia berha k diberi 

perlindunga n, yaitu perlindunga n anak buah kapal sebagai pekerja migra n. 

Pelindunga n pekerja migra n Indonesia adala h segala upaya untu k melindungi 

kepentinga n calo n pekerja migra n Indonesia dan/atau pekerja migra n 

                                                
32Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. 
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Indonesia da n keluarganya dala m mewujudka n terjaminnya pemenuha n 

haknya dala m keseluruha n kegiata n sebelu m bekerja, selama bekerja, da n 

setela h bekerja dala m aspe k huku m, ekonomi, da n sosia l. 

Peratura n huku m mengenai ana k bua h kapa l, yang peneliti gunaka n 

yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahu n 2017 tentang Pelindunga n Pekerja 

Migra n Indonesia. Dala m Undang-Undang diatas menjelaska n bahwa, 

terdapat asas-asas pelindunga n pekerja migra n yaitu keterpadua n, persamaa n 

ha k, pengakua n atas martabat da n ha k asasi manusia, demokrasi, keadila n 

sosia l, kesetaraa n da n keadila n gender, nondiskriminasi, anti-perdaganga n 

manusia, transparansi, akuntabilitas, da n berkelanjuta n. Pelindunga n pekerja 

migra n bertujua n untu k menjami n pemenuha n da n penegaka n ha k asasi 

manusia sebagai warga negara da n pekerja migra n Indonesia, serta untu k 

menjami n pelindunga n huku m, ekonomi, da n sosia l pekerja migra n 

Indonesia da n keluarganya.33 

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 6 Tahu n 2012 tentang 

Pengesaha n Internationa l Conventio n O n The Protectio n Of The Rights Of 

Al l Migrant Workers And Members Of Their Families (Konvensi 

Internasiona l Mengenai Perlindunga n Hak-Ha k Seluru h Pekerja Migra n da n 

Anggota Keluarganya). Pada Pasa l 8-35 Bagia n III Undang-Undang Nomor 6 

Tahu n 2012 mencaku p Ha k Asasi Manusia (HAM) bagi seluru h pekerja 

migra n da n anggota keluarganya. Bagia n ini berisi tentang hak-ha k seluru h 

                                                
33Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia. 
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pekerja migra n da n anggota keluarganya, tanpa pembedaa n, diskriminasi da n 

memandang status migrasinya.34 

Peneliti menambahka n peratura n huku m mengenai ana k bua h kapa l 

yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahu n 2016 tentang Pengesaha n Maritime 

Labour Conventio n, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaa n Mariti m, 2006). 

Konvensi ini mengutamaka n pada upaya negara anggota organisasi 

internasiona l untu k memberika n perlindunga n bagi awa k kapa l serta industri 

pelayara n. Denga n memberika n perlindunga n kepada pelaut da n awa k kapa l 

terkait denga n pemenuha n ha k dasar antara lai n upa h, syarat kerja termasu k 

waktu kerja da n waktu istirahat, perawata n medi k, jamina n kesehata n, 

perekruta n da n penempata n, pelatiha n, da n pengawasa n.35 

                                                
34Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan 

International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members 

Of Their Families (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja 

Migran dan Anggota Keluarganya). 
35Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pengesahan 

Maritime Labour Convention, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006) (2006). 



BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Kasus Anak Buah Kapal Indonesia yang Bekerja Di Kapal Asing 

Hubunga n internasiona l merupaka n hubunga n antarnegara yang 

mencaku p semua bentu k interaksi yang melintasi batas-batas negara seperti 

hubunga n politi k, ekonomi, kebudayaa n, atau hubunga n lainnya. Aktor 

dala m hubunga n internasiona l tida k hanya negara, tetapi juga no n negara. 

Hubunga n internasiona l juga mencaku p berbagai perubaha n da n 

kecenderunga n globa l yang berdampa k terhada p kemanusiaa n.1 

Dala m hubunga n internasiona l, permasalaha n adala h bagia n 

terpenting dari sejara h hubunga n antarnegara, permasalaha n merupaka n 

konse p dasar yang menjadi pusat dala m hubunga n internasiona l seja k dahulu 

hingga sekarang. Permasalaha n dala m hubunga n internasiona l ini melibatka n 

beberapa negara. Seperti permasalaha n dala m produksi perikana n tangka p. 

Pada tingkat internasiona l, pada tahu n 2018 Indonesia menduduki peringkat 

ke-3 produksi perikana n tangka p. Selai n pera n Indonesia yang besar dala m 

produksi perikana n globa l, Indonesia juga aktif dala m mengirimka n anak 

buah kapal untu k bekerja di luar negeri pada kapa l asing. 

Berdasarka n data dari Direktorat Perlindunga n Warga Negara 

Indonesia da n Bada n Huku m Indonesia, Kementeria n Luar Negeri, selama 

tahu n 2013-2015 terhitung lebi h dari 200.000 anak buah kapal Indonesia yang 

                                                
1Umar Suryadi Bakry, Dasar-Dasar Hubungan Internasional (Jakarta: Kencana, 2019), 

7–8. 
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bekerja di kapa l asing. Sementara itu, menurut Bada n Pelindunga n Pekerja 

Migra n Indonesia (BP2MI) jumla h pekerja migra n Indonesia yang bekerja 

sebagai anak buah kapal di luar negeri selama tahu n 2011-2019 sebanya k 

30.864 orang. Perbedaa n data ini disebabka n karena penempata n anak buah 

kapal tida k hanya dilakuka n ole h pemerinta h Indonesia, tetapi juga ole h 

perusahaa n yang memiliki Surat Izi n Usaha Perekruta n da n Penempata n 

Awa k Kapa l (SIUPPAK) dari Kementeria n Perhubungan; memiliki Surat Izi n 

Perdaganga n (SIUP) dari Kementeria n Perdaganga n atau Pemerinta h Daerah; 

memiliki izi n dari Kementeria n Ketenagakerjaa n da n BP2MI; serta tida k 

memiliki izi n sama sekali (illegal).2 

Selama tahu n 2012-2015 Kementeria n Luar Negeri tela h menangani 

2.368 anak buah kapal Indonesia yang terjerat kasus di luar negeri. Sebagia n 

besar kasus yang dialami adala h kasus ketenagakerjaa n yaitu sebesar 48,4% 

atau sebanya k 1.148 kasus. Kemudia n penyelundupa n manusia sebesar 35,1% 

atau 833 kasus da n perdaganga n manusia sebanya k 12,1% atau 287 kasus. 

Bentu k pengadua n yang dilakuka n ole h anak buah kapal Indonesia, BP2MI 

menerima 411 pengadua n selama tahu n 2018 sampai 13 Mei 2020 denga n 

pengadua n tertinggi yaitu gaji yang tida k dibayarka n denga n jumla h 183 

kasus atau 44%. Selai n permasalaha n gaji, permasalaha n lainnya seperti ja m 

kerja, akomodasi, da n kondisi kerja yang tida k manusiawi, penyiksaa n secara 

fisi k da n psikologi, da n eksploitasi secara berlebiha n.3 

                                                
2Fadilla Octaviani (Koordinator), Perbaikan Tata Kelola Pelindungan ABK Indonesia Di 

Kapal Ikan Asing, 6–7. 
3Fadilla Octaviani (Koordinator), 9. 
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Mantan Menteri Kelauta n da n Perikana n pada saat itu, 

mengungkapka n dala m Sambuta n Kunci pada Internationa l Worksho p o n 

Huma n Right Protectio n i n Fisheries Business, Jakarta, 30 November 2015, 

bahwa terhitung sekitar 61.000 anak buah kapal Indonesia yang bekerja di 

kapa l penangka p ika n Korea Selata n da n Taiwa n di peraira n Selandia Baru. 

Para anak buah kapal yang bekerja di kapa l ika n tersebut renta n menjadi 

prakti k perbudaka n karena tida k adanya prosedur perlindunga n yang 

memadai. 

Dari penjelasa n diatas peneliti aka n meneliti beberapa kasus anak 

buah kapal perikana n yang beroperasi di kapa l asing yang bekerja dala m 

kondisi memprihatinka n da n menjadi korba n eksploitasi. Kasus pertama yaitu 

kasus yang melibatka n negara Indonesia, Korea Selata n, da n Selandia Baru 

terjadi pada tahu n 2010. Kasus ini berawa l saat ditemukannya informasi 

bahwa adanya eksploitasi terhada p anak buah kapal Indonesia di kapa l di 

kapa l Oyang-75 berbendera Korea Selata n yang beraktifitas di peraira n 

Selandia Baru, ha l tersebut terjadi akibat proses perekruta n yang melibatka n 

penipua n da n pemaksaa n. Proses tersebut menjadika n para anak buah kapal 

berada dala m kondisi kerja yang tida k laya k, dibawa h ancama n kekerasa n, 

da n tida k mendapatka n ha k atau bayara n yang sesuai. 

Anak buah kapal Indonesia yang bekerja di kapa l Oyang-75 melapor 

ke Internationa l Transport Workers Federatio n (ITF) di Selandia Baru terkait 

tindaka n eksploitasi. Para anak buah kapal Indonesia kemudia n dibantu da n 
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ditampung ole h LB H Anglica n Justice atas permintaa n ITF.4 ITF bekerja 

sama denga n beberapa pengacara pro-bono da n LB H Anglica n Justice untu k 

melakuka n penyelidika n terhada p kasus tersebut serta mendampingi korba n 

dala m proses penyelesaia n kasus da n peroleha n restitusi (ganti kerugian). 

Ketika kasus ini menjadi perhatia n publi k, pemerinta h Selandia Baru 

menanggapi cepat denga n memberlakuka n kebijaka n reflagging. Reflagging 

di Selandia Baru merupaka n kebijaka n yang mengharuska n semua kapa l ika n 

berbendera asing untu k mengganti bendera negara asalnya menjadi bendera 

Selandia Baru. Ha l ini bertujua n supaya kapal-kapa l yang dimaksud tundu k 

terhada p atura n ketenagakerjaa n serta kesehata n da n keselamata n kerja 

Selandia Baru.5 

Kasus ini juga diselidiki ole h Kesatua n Pelaut Indonesia (KPI) yang 

menemuka n bahwa PT Oriza Sativa, PT Nurindo Mandiri Internasiona l da n 

PT Panca Karsa Mandiri Sejati terindikasi menyalurka n secara non-prosedura l 

anak buah kapal denga n dokumen-dokume n yang tela h dipalsuka n, termasu k 

paspor, buku pelaut, da n lain-lai n. Setela h adanya bukti-bukti tersebut, 

gugata n diajuka n ke pengadila n di Selandia Baru, mewakili anak buah kapal 

Indonesia. Pengadila n memenangka n gugata n awa k kapa l da n mewajibka n 

perusahaa n untu k membayar gaji pelaut sesuai denga n ketentua n yang 

berlaku di Selendia Baru, yaitu sebesar USD 600 per-bula n.6 

                                                
4 Pusat P2K OI, Laporan Diskusi Terbatas “Strategi Perlindungan Dan Penanganan 

Kasus Anak Buah Kapal (ABK) Sektor Perikanan Indonesia Yang Bekerja Di Luar Negeri,” 20. 
5Pusat P2K OI, 27. 
6Pusat P2K OI, 20. 
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Kasus kedua yaitu terjadi pada anak buah kapal Indonesia di peraira n 

Trinidad and Tobago da n Abidja n Afrika tahu n 2012. Dala m artike l berita 

yang diterbitka n ole h Alinea ID, menyebutka n sebanya k 203 anak buah kapal 

Indonesia dikiri m ole h PT  K. M.G da n PT B.S.A untu k bekerja pada kapa l 

penangka p ika n mili k inisia l  K.J.T. Ltd Taiwa n di peraira n internasiona l. 

Para anak buah kapal bekerja hampir 20 ja m sehari selama lebi h kurang 2 

tahu n da n gaji tida k dibayarka n karena  K.J.T mengalami kebangkruta n. Anak 

buah kapal Indonesia ini direkrut secara no n prosedura l. Dokumen-dokume n 

penting seperti paspor, buku laut da n lain-lai n tela h dipalsuka n. Atas alasan-

alasa n di atas terdakwa selaku Direktur Utama PT  K. M.G. dinyataka n 

bersala h da n dijatuhi pidana serta berkewajiba n membayar ganti rugi sebesar 

R p. 1.120.000.000 (satu milyar seratus dua pulu h juta rupiah) kepada para 

korba n.7 

Kasus ketiga, kasus anak buah kapal Indonesia yang ditelantarka n di 

Capetow n da n di penjara di Johannesburg tahu n 2013. Dala m berita Nasiona l 

Tempo disebutka n sebanya k 74 anak buah kapal yang bekerja di perusahaa n 

kapa l Taiwa n dipulangka n ke Indonesia. Selama 3 bula n para anak buah 

kapal ditelantarka n di pelabuha n Capetow n da n selama 2,5 bula n ditaha n di 

penjara Imigrasi Lindela Johannesburg, Afrika Selata n. Para anak buah kapal 

tersebut bekerja lebi h dari 19 ja m perhari da n tida k digaji. PT Seva Jaya 

                                                
7Alinea ID, Perbudakan ABK Indonesia: Pengawasan kendor, regulasi ompong, 

https://www.alinea.id/, accessed November 1, 2021, https://www.alinea.id/nasional/perbudakan-

abk-indonesia-pengawasan-kendor-regulasi-ompong-b1ZMY9usK. 
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Bahari da n perusahaa n perekrut anak buah kapal tida k mau bertanggungjawab 

atas pemenuha n gaji anak buah kapal.8 

Para anak buah kapal direkrut secara no n prosedura l da n dokumen-

dokume n penting tela h dipalsuka n, termasu k paspor da n buku laut. Dugaa n 

TPPO yang dilakuka n ole h PT Seva Jaya Bahari tela h dilaporka n kepada 

Mabes Polri (Nomor Lapora n LP/370/IV/2014/Bareskrim). Polisi tela h 

melakuka n Berita Acara Penyelidika n kepada tiga orang manta n anak buah 

kapal da n menyebutka n aka n memanggi l Direktur PT Seva Jaya Bahari. 

Namu n, melalui Surat Pemberitahua n Perkembanga n Hasi l Penyelidika n 

(SP2HP), polisi menyampaika n bahwa lapora n anak buah kapal dinyataka n 

belu m memenuhi unsur perbuata n TPPO.9 

Pada tahu n berikutnya terdapat kasus anak buah kapal Indonesia yang 

ditaha n ole h pemerinta h Myanmar 2014. Menurut berita yang dimuat ole h 

CN N Indonesia, pada Juni 2014, pengadila n Myanmar menjatuhka n vonis 

antara 7-9 tahu n penjara kepada 55 anak buah kapal Indonesia denga n 

tuduha n penangkapa n ika n illega l da n pelanggara n keimigrasia n. Para anak 

buah kapal tersebut bekerja di 5 kapa l penangka p ika n, diantaranya 4 

berbendera Indonesia da n 1 berbendera Taiwa n. Kelima kapa l tersebut 

ditangka p ole h otoritas Myanmar di sekitar wilaya h Myei k, Thanintharyi 

Regio n saat dala m perjalana n menuju Phuket, Thailand untu k berlabu h.Dari 

hasi l investigasi Dit. PWNI BHI ditemuka n bahwa para anak buah kapal 

                                                
8Endri Kurniawati, Kasus-Kasus Perbudakan ABK Indonesia Di Kapal Asing, Tempo, 

May 7, 2020, https://nasional.tempo.co/read/1339726/kasus-kasus-perbudakan-abk-indonesia-di-

kapal-asing. 
9Pusat P2K OI, Laporan Diskusi Terbatas Strategi Perlindungan Dan Penanganan Kasus 

Anak Buah Kapal (ABK) Sektor Perikanan Indonesia Yang Bekerja Di Luar Negeri, 19. 
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tersebut terindikasi TPPO. Denga n adanya temua n indikasi TPPO, KBRI 

Yango n da n Dit. PWNI BHI, Kementria n Luar negeri melakuka n pendekata n 

kepada pihak-piha k yang berkepentinga n di Myanmar. Dari hasi l pendekata n 

tersebut, Pemerinta h Myanmar memutuska n untu k memberika n 

pengampuna n da n membebaska n seluru h anak buah kapal untu k dapat 

kembali ke Indonesia.10 

Myanmar merupaka n piha k dari Konvensi Palermo, sehingga harus 

tundu k bahwa korba n TPPO tida k dapat dijatuhi hukuma n jika kesalaha n 

atau kejahata n yang dilakuka n merupaka n dampa k langsung dari TPPO 

terhada p korba n tersebut. PT Fishindo Citra Samudera selaku perusahaa n 

yang memperkerjaka n 46 dari 55 anak buah kapal tersebut menanggung biaya 

tranportasi udara untu k pemulanga n para anak buah kapal dari Myanmar ke 

Indonesia. PT Fishindo Citra Samudera berkomitme n menyelesaika n seluru h 

gaji selama berada di tahana n da n juga aka n mengalokasika n kompensasi 

ganti rugi atas ketidaknyamana n yang dialami para nelaya n selama berada di 

penjara. 

Kasus selanjutnya terjadi pada anak buah kapal Indonesia yang 

melarika n diri dari kapa l Taiwa n. 7 anak buah kapal Indonesia melarika n diri 

dari kapa l ika n berbendera Taiwa n, Hsiang Fu h Far da n meminta 

perlindunga n pada otoritas Falkland da n ditampung ole h Seamans Missions 

Falkland. Para anak buah kapal mengaku mendapat perlakua n yang tida k 

                                                
10Gentur Putro Jati, Peroleh Pengampunan, Pemerintah Pulangkan 55 ABK dari 

Myanmar, internasional, accessed November 1, 2021, 

https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150607154306-106-58281/peroleh-pengampunan-

pemerintah-pulangkan-55-abk-dari-myanmar. 
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manusiawi atau penyiksaa n yang dilakuka n ole h Perwira Pertama da n Kapte n 

Kapa l. Piha k Falkland and Souter n Oceans Department, Foreig n and 

Commonwealt h Office melaporka n 7 anak buah kapal Indonesia ke KBRI 

Londo n.11 

Ketuju h anak buah kapal tersebut memiliki dokume n yang lengka p 

da n lega l, yakni sesuai prosedur. KBRI Londo n menindaklanjuti lapora n 

denga n melakuka n koordinasi denga n Dit. PWNI BHI untu k melakuka n 

pendekata n denga n Kemnaker, KK P, BNP2TKI da n perusahaa n tempat anak 

buah kapal dikontra k untu k meniadaka n ancama n denda da n memudahka n 

proses repatriasi anak buah kapal Indonesia. Koordinasi juga dilakuka n 

denga n KBRI Singapura untu k mencari perusahaa n Singapura yang 

memberangkatka n para anak buah kapal Indonesia tersebut. Berdasarka n 

komunikasi denga n sala h satu anak buah kapal diketahui bahwa tida k terdapat 

pasa l dala m kontra k kerja yang memberika n perlindunga n khusus bagi pelaut 

atau anak buah kapal jika mengalami tinda k kekerasa n di atas kapa l.12 

Di Indonesia memiliki asas berlakunya suatu huku m. Asas ini 

merupaka n prinsi p dasar yang sangat penting untu k menjadi acua n. Terdapat 

beberapa asas yang ada di Indonesia yaitu asas legalitas, asas teritoria l, asas 

perlindunga n, asas personalitas, da n asas universa l. Untu k kasus-kasus anak 

buah kapal yang suda h dijelaska n di atas, jika dikaitka n denga n asas 

berlakunya suatu huku m maka menggunaka n asas teritoria l da n asas 

personalitas. 

                                                
11Pusat P2K OI, Laporan Diskusi Terbatas Strategi Perlindungan Dan Penanganan 

Kasus Anak Buah Kapal (ABK) Sektor Perikanan Indonesia Yang Bekerja Di Luar Negeri, 21. 
12Pusat P2K OI, 22. 
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Menurut asas teritoria l, berlakunya suatu huku m negara senantiasa 

sesuai pada tempat dimana pelanggara n atau perbuata n melawa n huku m 

dilakuka n, da n tempat kejadia n pelanggara n tersebut harus terleta k di dala m 

wilaya h negara yang bersangkuta n.13 Huku m suatu negara berlaku di wilaya h 

itu sendiri. Asas teritoria l ini menunjukka n, bahwa siapa pu n yang melakuka n 

pelanggara n atau perbuata n melanggar huku m di wilaya h negara tempat 

berlakunya suatu huku m, maka harus tundu k terhada p huku m yang berlaku.14 

Sesuai denga n penjelasa n mengenai asas teritoria l, sala h satu kasus 

yang suda h disebutka n diatas, yaitu yangterjadi pada anak buah kapal 

Indonesia yang bekerja di kapa l berbendera Korea Selata n beraktifitas di 

peraira n Selandia Baru, diselesaika n menurut tempat terjadinya pelanggara n. 

Dimana Selandia Baru merupaka n negara tempat saat terjadinya 

permasalaha n ini terjadi, yang menjadika n negara tersebut memiliki 

wewenang da n berha k memberika n putusa n atas kasus tersebut sesuai denga n 

atura n yang berlaku di negara Selandia Baru. 

Selanjutnya, untu k kasus-kasus anak buah kapal yang suda h terjadi, 

sebagia n besar dari kasus anak buah kapal tersebut diputuska n berdasarka n 

kewarganegaraa n yang disebut sebagai asas personalitas. Dala m asas 

personalitas, berlakunya suatu huku m untu k setia p warga negara Indonesia 

yang melakuka n pelanggara n da n yang menjadi korba n di dala m atau luar 

                                                
13Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, Ed. 1., cet. 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 28. 
14A Hamzah,Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 64. 
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negara Indonesia.15 Huku m mengikuti warga negaranya kemanapu n mereka 

berada. 

B. Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal Indonesia yang Bekerja Di 

Kapal Asing menurut Hukum Positif 

 

Setia p korba n kejahata n perlu diberika n perlindunga n huku m secara 

memadai ole h suatu negara. Pentingnya perlindunga n terhada p korba n 

kejahata n menjadi perhatia n serius, ha l ini dapat dilihat dibentuknya 

Declaratio n of Basic Principa l of Justice for Victims of Crime and Abuse of 

Power ole h Perserikata n Bangsa-Bangsa (PBB), sebagai hasi l dari The Seve n 

United Natio n Conggres o n the Preventio n of Crime and the Treatment of 

Ofenders, yang berlangsung di Mila n, Italia, September 1985. 

Dala m deklarasi tersebut, perlu diperhatika n 4 anjura n yang terkait 

denga n perlindunga n korba n kejahata n, yaitu: 

1. Jala n masu k untu k memperoleh keadila n da n diperlakuka n secara adi l 

(access to justice and fair treatment); 

2. Pembayara n ganti rugi (restitution) ole h pelaku kejahata n kepada korba n, 

atau keluarganya sesuai perundang-undanga n yang berlaku; 

3. Apabila pelaku kejahata n tida k mampu, negara diharapka n membayar 

santuna n (compensation) financia l kepada korba n, keluarganya atau 

mereka yang menjadi tanggunga n korban; 

4. Bantua n materii l, medis, psikologis da n sosia l kepada korba n, bai k 

melalui negara, sukarelawa n, masyartakat (assistance).16 

                                                
15Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, 29. 
16Rena Yulia, Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Ed. 1., 

cet. 1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 177–178. 
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Perlindunga n anak buah kapal Indonesia yang bekerja di kapa l asing 

memiliki tantanga n tersendiri. Pengawasa n negara pada saat bekerja di atas 

kapa l sulit dilakuka n karena lokasinya yang berada di tenga h laut, ha l ini 

menyebabka n tida k bisanya aparat pemerinta h atau aparat penega k huku m 

dala m mengawasi para anak buah kapal Indonesia tersebut. Sumber daya ika n 

yang semaki n langka membuat operator perikana n harus pergi ke daera h yang 

semaki n menjauhi darata n untu k periode waktu yang lebi h lama. Kondisi 

inila h yang memicu terjadinya prakti k pelanggara n ketenagakerjaa n, kerja 

paksa, da n tinda k pidana perdaganga n orang seperti yang suda h dijelaska n 

sebelumnya.17 

Akar permasalaha n lemahnya pelindunga n anak buah kapal Indonesia 

di kapa l asing yaitu tida k adanya perangkat huku m pelindunga n anak buah 

kapal seja k proses perekruta n ditamba h lemahnya pengawasa n terhada p 

manning agency; permasalaha n selanjutnya yaitu tumpang tindihnya 

kewenanga n dala m penerbita n izi n keagena n perusahaa n perekruta n da n 

penempata n awa k kapa l perikanan; da n tida k adanya single database yang 

berisi informasi tentang data manning agency di dala m da n di luar negeri, 

jumla h AB K Indonesia di kapa l asing, da n pemili k kapa l asing. Ha l ini 

mengakibatka n tida k diketahui secara pasti jumla h anak buah kapal Indonesia 

di luar negeri sehingga menyulitka n dala m memberi pelindunga n terhada p 

para anak buah kapal Indonesia.18 

                                                
17Fadilla Octaviani (Koordinator), Perbaikan Tata Kelola Pelindungan ABK Indonesia Di 

Kapal Ikan Asing, 8. 
18Fadilla Octaviani (Koordinator), 12–14. 
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Dari kasus anak buah kapal Indonesia yang bekerja di kapa l asing, 

yang suda h dijelaska n diatas, memerluka n perlindunga n huku m untu k 

menegakka n Ha k Asasi Manusia (HAM) pada setia p anak buah kapal yang 

mengalami tindaka n pelanggara n terhada p ha k masing-masing anak buah 

kapal tersebut. Di Indonesia semua warga negara Indonesia mendapatka n 

perlindunga n huku m mengenai Ha k Asasi Manusia (HAM) bai k di dala m 

negeri maupu n yang berada di luar negeri.19 

Dari segi penegaka n huku m, pemerinta h Indonesia suda h melakuka n 

tindaka n perlindunga n huku m secara preventif maupu n secara represif dala m 

kasus ini. Sering terjadinya kasus mengenai anak buah kapal Indonesia, 

pemerinta h Indonesia merasa khawatir denga n pelanggara n ha k asasi manusia 

da n eksploitasi terhada p anak buah kapal semaki n banya k. Untu k itu 

diperluka n adanya pencegaha n dala m bentu k peratura n perundang-undanga n 

untu k mencega h terjadinya kembali kasus-kasus pada anak buah kapal. 

Kemudia n dala m pengambila n keputusa n, pemerinta h Indonesia harus 

bersika p hati-hati da n memberi keputusa n yang didasarka n pada diskresi. 

Supaya dapat menyelesaika n permasalaha n yang terjadi, da n dapat 

memberika n sanksi terhada p pelanggara n yang tela h dilakuka n. 

Denga n demikia n, dala m mengatasi permasalaha n tersebut, Indonesia 

menyusu n regulasi terkait perlindunga n huku m anak buah kapal Indonesia 

yang bekerja di kapa l asing, diantaranya adala h sebagai berikut: 

                                                
19Daniel Surianto, Perlindungan Hukum ABK Indonesia Di Kapal Asing dalam Perspektif 

Hukum Nasional 4 (2021): 1674. 
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1. Undang-Undang Nomor 18 Tahu n 2017 tentang Pelindunga n Pekerja 

Migra n Indonesia 

Dala m Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahu n 

2017 tentang Pelindunga n Pekerja Migra n Indonesia20 menyebutka n 

bahwa pekerja migra n Indonesia meliputi Pelaut awa k kapa l da n pelaut  

perikana n. Dijelaska n dala m Pasa l 1 ayat (5), Pelindunga n pekerja 

migra n Indonesia adala h segala upaya untu k melindungi kepentinga n 

calo n pekerja migra n Indonesia dan/atau pekerja migra n Indonesia da n 

keluarganya dala m mewujudka n terjaminnya pemenuha n haknya dala m 

keseluruha n kegiata n sebelu m bekerja, selama bekerja, da n setela h 

bekerja dala m aspe k huku m, ekonomi, da n sosia l. 

Asas-asas pelindunga n pekerja migra n disebutka n dala m Pasa l 2, 

diantaranya (a) keterpaduan; (b) kesamaa n hak; (c) pengakua n atas 

martabat da n ha k asasi manusia; (d) demokrasi; (e) keadila n sosial; (f) 

kesetaraa n da n keadila n gender; (g) nondiskriminasi; (h) anti-

perdaganga n manusia; (i) transparansi; (j) akuntabilitas; da n (k) 

berkelanjuta n. Adapu n tujua n dari pelindunga n pekerja migra n tercantu m 

dala m Pasa l 3, yaitu untuk: 

a. Menjami n pemenuha n da n penegaka n ha k asasi manusia sebagai 

warga negara da n pekerja migra n Indonesia; dan 

b. Menjami n pelindunga n huku m, ekonomi, da n sosia l pekerja migra n 

Indonesia da n keluarganya. 

                                                
20Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia. 
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Dala m undang-undang ini juga mengatur tentang hak-ha k yang 

seharusnya diperole h ole h para ana k bua h kapa l Indonesia yang bekerja 

di kapa l asing, karena ana k bua h kapa l juga berstatus sebagai pekerja 

migra n. Hak-ha k pekerja migra n tercantu m dala m Pasa l 6 ayat (1) huruf 

d dan g, yaitu: 

Pasal 6 ayat (1) huruf d 

Memperole h pelayana n yang profesiona l da n manusiawi serta 

perlakua n tanpa diskriminasi pada saat sebelu m bekerja, selama 

bekerja, da n setela h bekerja; 

Pasal 6 ayat (1) huruf g 

Memperole h pelindunga n da n bantua n huku m atas tindaka n yang 

dapat merendahka n harkat da n martabat sesuai denga n ketentua n 

peratura n perundang-undanga n di Indonesia da n di negara tujua n 

penempata n. 

 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahu n 2012 tentang Pengesaha n Internationa l 

Conventio n O n The Protectio n Of The Rights Of Al l Migrant Workers 

And Members Of Their  Families (Konvensi Internasiona l Mengenai 

Perlindunga n Hak-Ha k Seluru h Pekerja Migra n da n Anggota 

Keluarganya) 

Undang-Undang Nomor 6 Tahu n 2012 tentang Pengesaha n 

Internationa l Conventio n O n The Protectio n Of The Rights Of Al l 

Migrant Workers And Members Of Their Families (Konvensi 

Internasiona l Mengenai Perlindunga n Hak-Ha k Seluru h Pekerja Migra n 

da n Anggota Keluarganya)21 merupaka n standar perlindunga n bagi 

                                                
21Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan 

International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members 

Of Their Families (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja 

Migran dan Anggota Keluarganya). 
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pekerja migra n da n anggota keluarganya. Dala m undang-undang ini 

terdapat 4 keunggula n, yaitu: 

a. Memberika n standar jamina n perlindunga n kepada setia p pekerja 

migra n da n keluarganya pada setia p tahapa n migrasi yaitu persiapa n, 

masa bekerja, da n kepulangan; tia p area migrasi yaitu daera h asa l, 

transit, da n negara tujua n kerja; da n semua status migrasi yaitu regular 

atau berdokume n da n no n regular atau tida k berdokume n. 

b. Menjadi dasar pijaka n pembentuka n setia p atura n perundang-

undanga n da n kebijaka n serta tata kelola migrasi tenaga kerja yang 

ama n da n bermartabat, bai k pada tingkat nasiona l, daera h, maupu n 

pembentuka n perjanjia n bai k bilatera l maupu n multilatera l yang 

terkait denga n migrasi ketenagakerjaa n. 

c. Mengikat semua negara piha k, bai k negara asa l, transit da n tujua n 

pekerja migra n untu k menyediaka n kebijaka n da n layana n bagi 

perlindunga n da n pemenuha n hak-ha k pekerja migra n da n anggota 

keluarganya. 

d. Mencega h migrasi yang tida k ama n da n perdaganga n manusia. Setia p 

pekerja migra n denga n berbagai status hukumnya memiliki ha k yang 

sama. Tetapi, pekerja yang berdokume n tida k aka n mendapatka n hak-

ha k yang lebi h daripada yang tida k berdokume n.22 

Dala m Pasa l 8-35 Bagia n III Undang-Undang Nomor 6 Tahu n 

2012 tentang Pengesaha n Internationa l Conventio n O n The Protectio n Of 

                                                
22Tim GKPM Komnas Perempuan and Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap 

Perempuan (Komnas Perempuan), Mengenal Konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan Hak-Hak 

Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (Konvensi Migran 1990) (Jakarta, 2013), 4–5. 
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The Rights Of Al l Migrant Workers And Members Of Their Families 

(Konvensi Internasiona l Mengenai Perlindunga n Hak-Ha k Seluru h 

Pekerja Migra n da n Anggota Keluarganya) ini pada mencaku p Ha k Asasi 

Manusia (HAM) bagi seluru h pekerja migra n da n anggota keluarganya. 

Bagia n ini berisi tentang hak-ha k seluru h pekerja migra n da n anggota 

keluarganya, tanpa pembedaa n, diskriminasi da n memandang status 

migrasinya. 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahu n 2016 tentang Pengesaha n Maritime 

Labour Conventio n, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaa n Mariti m, 2006) 

Undang-Undang Nomor 15 Tahu n 2016 tentang Pengesaha n 

Maritime Labour Conventio n, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaa n Mariti m, 

2006)23. Konvensi ini mengutamaka n pada upaya negara anggota 

organisasi internasiona l untu k memberika n perlindunga n bagi awa k kapa l 

serta industri pelayara n. Denga n memberika n perlindunga n kepada pelaut 

da n awa k kapa l terkait denga n pemenuha n ha k dasar antara lai n upa h, 

syarat kerja termasu k waktu kerja da n waktu istirahat, perawata n medi k, 

jamina n kesehata n, perekruta n da n penempata n, pelatiha n, da n 

pengawasa n. 

Dala m konvensi ketenagakerjaa n mariti m ini menjelaska n 

mengenai prinsi p da n ha k dasar; ha k bekerja da n sosia l bagi awa k kapa l 

yang tercantu m dala m Pasa l 3 da n Pasa l 4 Undang-Undang Nomor 15 

                                                
23Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan 

Maritime Labour Convention, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006). 



59 

 

 

Tahu n 2016 tentang Pengesaha n Maritime Labour Conventio n, 2006 

(Konvensi Ketenagakerjaa n Mariti m, 2006), yang berbunyi24: 

Pasa l 3 

Setia p negara anggota harus memastika n bahwa ketentua n 

peratura n perundang-undangannya, dala m konteks konvensi ini, 

menghormati hak-ha k dasar terhadap: 

a. Kebebasa n berserikat da n pengakua n yang efektif terhada p 

ha k atas perundinga n bersama; 

b. Penghapusa n segala bentu k kerja paksa atau wajib kerja; 

c. Penghapusa n efektif pekerja anak; dan 

d. Penghapusa n diskriminasi berkaita n denga n pekerjaa n da n 

jabata n. 

Pasa l 4 

1. Setia p awa k kapa l mempunyai ha k atas tempat kerja yang 

ama n da n terlindungi sesuai denga n standar keselamata n. 

2. Setia p awa k kapa l mempunyai ha k atas syarat-syarat kerja 

yang adi l. 

3. Setia p awa k kapa l mempunyai ha k atas kondisi kerja da n 

kehidupa n yang laya k di atas kapa l. 

4. Setia p awa k kapa l mempunyai ha k atas perlindunga n 

kesehata n, perawata n medis, tingkat kesejahteraa n da n bentuk-

bentu k perlindunga n sosia l lainnya. 

5. Setia p negara anggota harus memastika n, dala m batas-batas 

wilaya h hukumnya, bahwa ha k kerja da n sosia l para awa k 

kapa l yang diatur pada ayat sebelumnya dala m pasa l ini tela h 

diterapka n sepenuhnya sesuai denga n ketentua n dala m 

konvensi ini. Kecuali dinyataka n lai n dala m konvensi, 

penerapa n tersebut dapat dicapai melalui huku m atau peratura n 

nasiona l, melalui perjanjia n kerja bersama atau melalui 

kebijaka n lai n atau sesuai prakti k yang berlaku. 

 

Wujud huku m tida k hanya bisa dilihat dari satu ara h saja, huku m juga 

tida k bisa bekerja sendiri. Dala m proses pembentuka n huku m ditentuka n 

ole h banya k subsiste m, karena huku m merupaka n subsiste m dari suatu 

siste m yang besar. Demikia n pula dala m memahami fungsi huku m, fungsi 

huku m tida k hanya untu k melindungi kepentingan-kepentinga n manusia. 

                                                
24International Labour Organization, Maritime Labour Convention, 2006 (Konvensi 

Ketenagakerjaan Maritim, 2006) (2006), 10–11. 
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Tetapi juga memiliki fungsi dala m menertibka n da n mengatur pergaula n 

dala m masyarakat serta menyelesaika n masalah-masala h yang muncu l. 

Dala m perkembanga n masyarakat huku m memiliki 4 fungsi yaitu: 

1. Sebagai alat pengatur tata tertib hubunga n masyarakat, 

2. Sebagai sarana untu k mewujudka n keadila n sosia l lahir da n bati n, 

3. Sebagai sarana penggera k pembanguna n, dan 

4. Sebagai fungsi kritis.25 

Menurut Lawrence Freidma n fungsi huku m yaitu, pertama sebagai 

siste m kontro l. Denga n kata lai n, huku m berkaita n denga n perilaku yang 

mengontro l. Huku m memerintahka n manusia, apa yang bole h da n tida k 

bole h dilakuka n, karena huku m menjunjung perintah-perintahnya denga n 

paksa. Kedua, sebagai penyelesaia n sengketa, jadi huku m merupaka n misi 

pemeca h konfli k da n juga penyelesaia n permasalaha n. Ketiga, fungsi 

rekayasa sosia l. Fungsi ini menuntu n penggunaa n huku m untu k mengadaka n 

perubaha n sosia l yang ditentuka n ole h pemerinta h. Keempat, huku m 

befungsi sebagai pemelihara sosia l da n kelima, huku m berfungsi mengawasi 

penguasa itu sendiri.26 

Denga n demikia n, aturan-atura n huku m mengenai anak buah kapal 

sebagai pekerja migra n yang suda h disebutka n diatas, aka n berjala n lancar 

apabila fungsi-fungsi huku m juga dilaksanaka n denga n bai k. Setia p 

permasalaha n yang terjadi, bisa dipecahka n da n diselesaika n sesuai atura n 

yang berlaku. 

                                                
25Soeroso, Pengantar Ilmu hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 53–54. 
26Didiek R. Mawardi, Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat, Masalah-Masalah 

Hukum 44, no. 3 (July 2015): 279. 
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C. Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal Indonesia yang Bekerja Di 

Kapal Asing menurut Siyasah Dauliyah dan Hukum Positif 

Permasalaha n yang terjadi pada kasus anak buah kapal Indonesia yang 

bekerja di kapa l asing, pemerintaha n Indonesia mengeluarka n kebijaka n 

terkait perlindunga n da n penangana n kasus anak buah kapal Indonesia 

kedala m 3 fase, yaitu: 

1. Fase Pra Kasus 

Fase pra kasus merupaka n kebijaka n yang dilakuka n ole h 

pemerinta h Republi k Indonesia ketika calo n anak buah kapal aka n atau 

sedang mengikuti proses perekruta n sampai proses penempata n ole h 

Usaha Keagena n Awa k Kapa l (Shi p Manning Agency) ke kapa l 

penangka p ika n untu k bekerja di luar negeri.27 

Kebijaka n dala m fase ini antara lai n aspe k pencegaha n, seperti 

meningkatka n keahlia n da n keunggula n calo n anak buah kapal perikana n 

serta memberika n pemahama n secara menyeluru h mengenai proses 

perekruta n, kondisi pekerjaa n, da n konsekuensi yang aka n dihadapi. 

Memperkuat pengawasa n da n pemeriksaa n awa l pada kapa l ika n 

mengenai kondisi kerja anak buah kapal Indonesia serta lebi h aktif 

menindaklanjuti segala informasi da n lapora n dari masyarakat tentang 

adanya keteranga n penempata n atau pemberangkata n anak buah kapal 

perikana n secara no n prosedural/illega l. 

                                                
27Pusat P2K OI, Laporan Diskusi Terbatas “Strategi Perlindungan Dan Penanganan 

Kasus Anak Buah Kapal (ABK) Sektor Perikanan Indonesia Yang Bekerja Di Luar Negeri,” 30. 
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Aspe k selanjutnya yaitu aspe k pengembanga n norma huku m, 

dala m siste m norma huku m berisi prinsip-prinsi p yang  membimbing da n 

memandu  ataupu n mengarahka n. Fungsi utamanya lebi h bersifat 

pencegaha n, da n penindaka n.28 Dala m aspe k norma huku m yaitu 

menetapka n atura n khusus yang dapat digunaka n sebagai sarana untu k 

memberika n sertifikasi bagi age n yang aka n menyalurka n anak buah 

kapal perikana n, melakuka n penyelarasa n peratura n terkait denga n 

perekruta n da n penempata n anak buah kapal perikana n. 

Selai n itu juga meningkatka n kerjasama bilatera l, regiona l 

maupu n multilatera l terkait TPPO da n eksploitasi terhada p anak buah 

kapal, khususnya denga n negara-negara yang terindikasi sering menjadi 

wilaya h penangkapa n ika n anak buah kapal Indonesia, da n mendorong 

pemerinta h daera h yang teridentifikasi menjadi daera h sumber anak buah 

kapal Indonesia untu k menerbitka n Peratura n Daera h mengenai TPPO.29 

2. Fase Terjadinya Kasus 

Fase terjadinya kasus adala h kebijaka n ketika anak buah kapal 

Indonesia sedang mengalami kasus di kapa l penangka p ika n. Kebijaka n 

dala m fase ini yaitu aspe k penegaka n huku m yang berisi tentang cara 

meningkatka n sinergi da n koordinasi dala m menindaklanjuti lapora n dari 

anak buah kapal yang terlibat kasus, maupu n dari pihak-piha k lainnya 

yang dapat dipercaya. 

                                                
28Isharyanto, Negara Hukum Dan Pengujian Konstitusional  (Constitutional Review)  

Dalam Teori Dan Praktik Di Indonesia (Bogor: Halaman  Moeka Publishing, 2016), 10. 
29Pusat P2K OI, Laporan Diskusi Terbatas “Strategi Perlindungan Dan Penanganan 

Kasus Anak Buah Kapal (ABK) Sektor Perikanan Indonesia Yang Bekerja Di Luar Negeri,” 31. 
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Memastika n proses huku m terhada p piha k yang terlibat dala m 

eksploitasi terhada p anak buah kapal, memaksimalka n upaya 

pendampinga n kepada anak buah kapal termasu k penjemputa n, 

pengantara n, pengumpula n keteranga n, memperkuat upaya-upaya yang 

dapat membantu proses huku m termasu k melakuka n identifikasi awa l 

petunju k eksploitasi terhada p anak buah kapal serta fasilitasi bantua n 

huku m, da n meningkatka n pendekata n denga n penanggung jawab 

kepentinga n terkait di negara tempat kejadia n eksploitasi anak buah kapal 

termasu k penega k huku m setempat, kapte n kapa l, da n korporasi yang 

bertanggung jawab terhada p kapa l penangka p ika n.30 

Dala m ha l memberika n perlindunga n seperti yang suda h 

disebutka n di atas, prinsip-prinsi p perlindunga n huku m untu k rakyat 

Indonesia dilandaska n pada Pancasila sebagai dasar ideologi da n falsafa h 

negara. Menurut Philipus  M. Hadjo n prinsi p perlindunga n huku m bagi 

rakyat Indonesia adala h prinsi p pengakua n da n perlindunga n terhada p 

harkat da n martabat manusia bersumber pada Pancasila da n prinsi p negara 

huku m yang berdasarka n Pancasila. Prinsi p perlindunga n huku m ini 

bersumber pada konsep-konse p pengakua n da n perlindunga n atas hak-

ha k asasi manusi da n konse p rechtsstaat da n the rule of law.31 

Pada aspe k rehabilitasi, pemulanga n, da n reintegrasi, kebijaka n 

yang dilakuka n yakni memaksimalka n upaya pemulanga n bagi anak buah 

kapal korba n eksploitasi dari tempat kejadia n di luar negeri ke Indonesia 

                                                
30Pusat P2K OI, 32–33. 
31Hadjon,Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, 25:20. 
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sesuai denga n peratura n yang berlaku, memperkuat upaya identifikasi 

awa l terhada p ha k da n kewajiba n anak buah kapal korba n eksploitasi, 

da n meningkatka n kominukasi da n koordinasi denga n keluarga da n piha k 

terkait lainnya secara lebi h aktif. 

3. Fase Pasca Kasus 

Fase pasca kasus adala h kebijaka n yang dilakuka n setela h 

kepulanga n anak buah kapal Indonesia korba n eksploitasi ke daera h asa l. 

Kebijaka n dala m fase ini adala h aspe k penegaka n huku m. Dala m prinsip 

kenegaraa n, penegaka n huku m dijalanka n ole h bagia n eksekutif da n 

dilaksanaka n ole h birokrasi dari eksekutif tersebut.32 Kebijaka n pada 

aspe k ini yaitu memaksimalka n upaya fasilitasi anak buah kapal untu k 

memperole h restitusi (ganti rugi) yang sebanding da n meningkatka n 

sosialisasi atura n da n petunju k teknis penangana n kasus eksploitasi 

terhada p anak buah kapal bagi aparat penega k huku m, haki m, jaksa, 

polisi, da n penanggung jawab kepentinga n terkait seperti diplomat, 

imigrasi, pegawai pelabuha n da n lainnya. 

Dala m aspe k rehabilitasi, pemulanga n, da n reintegrasi 

memastika n ketersediaa n bantua n medis da n psikologis bagi anak buah 

kapal korba n eksploitasi da n pemantaua n terhada p pelayana n kesehata n 

anak buah kapal korba n eksploitasi, meningkatka n upaya pemantaua n da n 

evaluasi terhada p kasus-kasus eksploitasi anak buah kapal, memperkuat 

koordinasi denga n penanggung jawab kepentinga n terkait perkembanga n 

                                                
32Rahardjo, Ilmu Hukum, 190. 
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kasus eksplotasi anak buah kapal serta memperbarui data anak buah kapal 

korba n eksploitasi.33 

Dari segi penegaka n huku m, pemerinta h Indonesia suda h melakuka n 

tindaka n perlindunga n huku m secara preventif. Sering terjadinya kasus 

mengenai anak buah kapal Indonesia, pemerinta h Indonesia merasa khawatir 

denga n pelanggara n Ha k Asasi Manusia (HAM) da n eksploitasi terhada p 

anak buah kapal semaki n banya k. Untu k itu diperluka n adanya pencegaha n 

dala m bentu k peratura n perundang-undanga n untu k mencega h terjadinya 

kembali kasus-kasus pada anak buah kapal. Kemudia n dala m pengambila n 

keputusa n, pemerinta h Indonesia harus bersika p hati-hati da n memberi 

keputusa n yang didasarka n pada diskresi.34 

Kebijakan-kebijaka n yang dibuat ole h pemerinta h Indonesia seperti 

yang suda h dijelaska n di atas ataupu n yang berupa perundang-undanga n da n 

diplomasi bilatera l, bisa menjadi landasa n dala m upaya perlindunga n huku m 

yang bisa dilakuka n apabila terdapat anak buah kapal Indonesia yang 

dilanggar haknya. Meskipu n tela h terdapat berbagai peratura n perundang-

undanga n bai k secara umu m da n secara khusus mengatur tentang ha k bagi 

para tenaga kerja, tetapi pada kenyataannya masi h ditemuka n prakti k 

pelanggara n ha k asasi manusia yang terjadi pada tenaga kerja khususnya anak 

buah kapal. 

Dala m permasalaha n yang terjadi pada kasus-kasus anak buah kapal 

Indonesia yang bekerja di kapa l asing, jika dilihat menurut siyasa h dauliya h 

                                                
33Pusat P2K OI, Laporan Diskusi Terbatas Strategi Perlindungan Dan Penanganan 

Kasus Anak Buah Kapal (ABK) Sektor Perikanan Indonesia Yang Bekerja Di Luar Negeri, 33. 
34Hadjon,Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, 25:2. 
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dala m menyelesaika n da n memberika n perlindunga n huku m terhada p anak 

buah kapal Indonesia yang bekerja di kapa l asing, harus mengikuti norma-

norma yang ada dala m siyasa h dauliya h yang diturunka n berdasarka n prakti k 

norma Madina h. 

Sala h satunya yaitu norma kepatuha n huku m, norma ini menjelaska n 

bahwa setia p negara harus menghormati da n melaksanaka n perjanjia n, 

kesepakata n, serta kewajiba n untu k patu h terhada p huku m atau atura n yang 

tela h disepakati bersama. Perjanjia n dala m kajia n siyasa h dauliya h disebut 

denga n al-mu’ahada h yang berasa l dari kata ‘ahada artinya segala bentu k 

kesepakata n manusia. Perjanjia n yang dimaksud dala m kajia n siyasa h 

dauliya h ini adala h perjanjia n internasiona l, yaitu kesepakata n yang tela h 

disetujui ole h dua negara.35 

Dari kasus-kasus anak buah kapal diatas, sebagia n besar para anak 

buah kapal meminta perlindunga n negara setempat. Dala m siyasa h dauliya h 

juga mengatur mengenai pemberia n suaka politi k da n keamana n. Suaka 

politi k dala m kajia n ketatanegaraa n Isla m disebut denga n awaitu yang 

artinya memberika n perlindunga n pada piha k tertentu denga n mengawasi 

keadaa n da n situasi di sekelilingnya. Perlindunga n ini memiliki tujua n 

memberika n rasa ama n da n nyama n kepada pihak-piha k yang meminta 

perlindunga n.36 

Para pencari suaka diberika n bantua n, jamina n da n perlindunga n. 

Syariat Isla m menjami n secara utu h dala m memberika n perlindunga n, 

                                                
35Suntana, Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah), 49 dan 52. 
36Suntana, 223. 
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penghormata n, da n penjagaa n bagi para pencari suaka. Pemberia n 

perlindunga n bagi pencari suaka, bai k yang musli m maupu n no n muslim37 

diatur dala m Al-Qur’a n yang berbunyi: 

نَ  وَإنِۡ  مَ سۡمَعَ ىَٰ يَ فأَجَِرۡهُ حَتَّ  ٱلۡمُشۡرِكِينٱَسۡتجََارَكَ أحََدٞ م ِ ِ ٱ كَلََٰ لِكَ  ْۥۚ أۡمَنهَُ مَ ثمَُّ أبَۡلِغۡهُ  للََّّ ذََٰ

 )٦سورة التوبة,( ٦بأِنََّهُمۡ قَوۡمٞ لََّ يعَۡلمَُونَ 
Artinya: Da n jika antara kau m musyriki n ada yang meminta perlindunga n 

kepadamu, maka lindungila h agar dia mendapat firma n Alla h, 

kemudia n antarkanla h dia ke tempat yang ama n baginya. 

(Demikian) itu karena sesungguhnya mereka kau m yang tida k 

mengetahui. (QS. At-Taubah: 6)38 

Untu k setia p kasusnya pasti melibatka n negara lai n untu k membantu 

menyelesaika n permasalaha n yang terjadi. Ha l ini juga dijelaska n dala m 

siyasa h dauliya h bahwa permasalaha n yang terjadi antara dua piha k maka 

harus mengirimka n satu piha k lai n yang aka n menjadi wasit atau penenga h. 

Penyelasaia n ini disebut denga n konse p haka m (perwasitan). Konse p haka m 

suda h ada pada masa Rasululla h SAW. dimana setia p terdapat perselisiha n 

diantara dua piha k atau lebi h, maka penyelesaiannya dirujuka n atau 

dikembalika n kepada Alla h SWT da n Rasul-Nya. Konse p ini tercantu m 

dala m Al-Qur’a n, yaitu: 

مُوكَ  مِنوُنَ حَتَّىَٰ يحَُك ِ نَهُم  ثمَُّ لََ جَرَ بيَ  يمَا شَ فِ  فَلََ وَرَب ِكَ لََ يؤُ 

ا قضََي تَ وَ  فسُِهِم  حَرَجًا مِمَّ لِ ل ِمُ يسَُ يَجِدوُا فِي أنَ   يمًاوا تسَ 

                                                
37M Alvi Syahrin, Memahami Pencari Suaka Dan Pengungsi Dalam Syariat 

Islam,Islamigrasi 3, no. 1 (2019): 2–3. 
38Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, 10. 
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Artinya: Maka demi Tuha n mu, mereka tida k berima n hingga mereka 

menjadika n engkau (Muhammad) haka m dala m perkara yang 

mereka perselisihka n, kemudia n mereka tida k merasa keberata n 

dala m hatimereka terhada p putusa n yang engkau berika n, da n 

mereka menerima sepenuhnya. (QS. An-Nisaa: 65)39 

Konse p haka m di masa sekarang berbeda pada masa Rasululla h SAW 

apabila pada masa Rasululla h SAW semua perselisiha n yang terjadi, 

penyelesaiannya dirujuka n kepada Rasululla h SAW maka di masa sekarang 

penyelesaia n setia p permasalaha n membutuhka n piha k ketiga untu k menjadi 

penenga h ataupu n memberika n putusa n atas permasalaha n yang terjadi. 

Untu k menjadi piha k penenga h, seseorang atau kelompo k harus adi l, jujur 

da n tida k memiha k diantara masing-masing piha k yang berselisi h. Konse p 

haka m baru terlaksana apabila masing-masing piha k rela menyerahka n 

permasalaha n yang terjadi kepada wasit yang disetujui ole h kedua bela h 

pihak.40 

                                                
39Departemen Agama RI, 70. 
40Djazuli, Fiqh siyasah, 166–168. 



BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan diatas, peneliti 

menyimpulkan bahwa pada kasus anak buah kapal Indonesia yang bekerja di 

kapal asing, para anak buah kapal Indonesia berhak diberikan perlindungan. 

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah Indonesia 

dilakukan dengan upaya preventif maupun represif. Pada kedua aspek itu, 

dapat dilihat dalam wujud Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahu n 

2012 tentang Pengesaha n Internationa l Conventio n O n The Protectio n Of 

The Rights Of Al l Migrant Workers And Members Of Their Families 

(Konvensi Internasiona l Mengenai Perlindunga n Hak-Ha k Seluru h Pekerja 

Migra n da n Anggota Keluarganya), dan Undang-Undang Nomor 15 Tahu n 

2016 tentang Pengesaha n Maritime Labour Conventio n, 2006 (Konvensi 

Ketenagakerjaa n Mariti m, 2006). 

Undang-undang tersebut dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan 

fungsi hukum sebagai alat social control.Selain aturan hukum, kerja sama 

perlu dilakukan dengan cara kerja sama bilateral dan multilateral untuk 

penegakan hukum kasus-kasus lintas negara. Kerja sama ini digunakan untuk 

mengatasi dan menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi pada anak buah kapal 

Indonesia di kapal asing. 
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Jika ditinjau berdasarkan siyasah dauliyah dalam menyelesaikan dan 

memberikan perlindungan hukum terhadap anak buah kapal Indonesia yang 

bekerja di kapal asing, harus mengikuti norma-norma yang ada dalam siyasah 

dauliyah. Salah satunya yaitu norma kepatuhan hukum, norma ini 

menjelaskan bahwa setiap negara harus menghormati dan melaksanakan 

perjanjian, kesepakatan, serta kewajiban untuk patuh terhadap hukum atau 

aturan yang telah disepakati bersama. Selanjutnya yaitu pemberian suaka 

politik dan keamanan bagi seseorang atau kelompok yang meminta 

perlindungan. Suaka politik dalam kajian ketatanegaraan Islam disebut dengan 

awaitu yang artinya memberikan perlindungan pada pihak tertentu dengan 

mengawasi keadaan dan situasi di sekelilingnya. Perlindungan ini memiliki 

tujuan memberikan rasa aman dan nyaman kepada pihak-pihak yang meminta 

perlindungan. 

B. Saran 

Saran yang diberikan untuk pemerintah Indonesia harus saling 

menjaga hubungan diplomasi, supaya kedepannya jika terjadi permasalahan 

lintas negara bisa diselesaikan secara baik dan damai sesuai dengan perjanjian 

dan kesepakatan. Mengembangkan kerja sama internasional agar terciptanya 

kehidupan yang rukun dan harmonis antara negara-negara, baik di bidang 

politik, ekonomi, sosial, budaya dan ilmu pengetahuan. Menjaga setiap 

permasalahan antarnegara agar tidak berkembang menjadi perang terbuka. 

Apabila perang sudah terjadi, diharapkan untuk kembali pada perdamaian. 
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Penting diingat dasar-dasar hubungan internasional dalam siyasah 

dauliyah diserahkan pada ijtihad manusia untuk merencanakan, 

mengorganisasikan, melaksanakan dan memberikan penilaian-penilaian 

terhadap proses-proses kehidupan bangsa di dunia atas dasar perdamaian dan 

kesejahteraan bersama. 
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